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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, 

hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan buku yang berjudul "HUKUM PERBANKAN INDONESIA: 

Teori, Regulasi, dan Praktik Modern" ini dengan baik. 

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian nasional 

yang menuntut adanya sistem hukum yang tangguh, adaptif, dan 

responsif. Dalam satu dekade terakhir, lanskap perbankan di 

Indonesia telah mengalami transformasi yang masif. Lahirnya 

perbankan digital, integrasi teknologi finansial (fintech), dinamika 

perbankan syariah, hingga restrukturisasi pengawasan di bawah 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), membawa 

tantangan sekaligus peluang baru. 

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai 

hukum perbankan tidak lagi cukup hanya bertumpu pada teori-teori 

klasik. Hukum perbankan saat ini harus dipelajari dengan 

mengintegrasikan kerangka teoretis, analisis regulasi positif yang 

terus berubah, serta realitas praktik perbankan modern yang serba 

cepat dan nirbatas. 

Buku ini hadir untuk mengisi ruang diskursus tersebut. Di 

dalamnya, pembaca akan diajak menelusuri fondasi hukum 

perbankan, analisis terhadap undang-undang dan peraturan terkait, 

perlindungan nasabah di era digital, mitigasi risiko kejahatan siber 

(cybercrime) di sektor perbankan, hingga mekanisme penyelesaian 

sengketa. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini dirancang 

untuk menjadi rujukan yang relevan bagi mahasiswa hukum dan 

ekonomi, akademisi, praktisi hukum, bankir, regulator, maupun 

masyarakat umum yang ingin memahami denyut nadi hukum 

perbankan di Indonesia. 

Penulisan karya ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, 

serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 
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1. Keluarga tercinta, atas segala doa, kesabaran, dan dukungan moral 

yang tiada henti selama proses penulisan. 

2. Rekan-rekan akademisi dan praktisi hukum perbankan, yang 

senantiasa menjadi teman diskusi yang kritis dan inspiratif. 

3. Pihak penerbit beserta seluruh tim editor, yang telah bekerja keras 

memfasilitasi lahirnya karya ini hingga sampai ke tangan pembaca. 

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

rampungnya buku ini. 

 

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya, dan kemajuan industri perbankan di 

Indonesia pada khususnya. Selamat membaca. 
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2 Ana Tasia Pase 

Pendahuluan 
Perbankan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan 

strategis dalam perekonomian Indonesia. Peranan tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan aktivitas menghimpun dana masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat, tetapi juga mencakup 

penyediaan jasa pembayaran, pengelolaan likuiditas, pembiayaan kegiatan 

ekonomi, serta transmisi kebijakan moneter. Karena itu, kondisi perbankan 

memiliki keterkaitan secara langsung dengan stabilitas perekonomian dan 

keuangan nasional. 

Secara yuridis, kedudukan strategis perbankan dapat dilihat dari 

konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Undang-undang tersebut menempatkan perbankan sebagai bagian dari 

sistem perekonomian nasional yang berfungsi mendukung pembangunan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lihat, Pasal 1 dan 2 UU 

7/1992 jo UU 10/1998). 

Karakteristik tersebut menjadikan bank berbeda dari badan usaha pada 

umumnya. Bank menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan dana 

masyarakat sehingga terdapat kepentingan publik yang melekat pada 

operasionalnya. Hubungan antara bank dan nasabah dengan demikian tidak 

semata-mata merupakan hubungan privat berdasarkan kontrak, tetapi juga 

mengandung dimensi hukum publik berupa pengawasan, perizinan, prinsip 

kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. 

Perkembangan industri keuangan dalam dua dekade terakhir semakin 

memperluas kompleksitas tersebut. Digitalisasi perbankan, financial 

technology, artificial intelligence, pemanfaatan big data, layanan berbasis 

aplikasi, serta peningkatan interkoneksi antarlembaga keuangan telah 

mengubah model bisnis perbankan. Perubahan tersebut memberikan 

manfaat berupa efisiensi, kecepatan, dan perluasan akses layanan keuangan, 

tetapi pada saat yang sama melahirkan risiko baru, terutama risiko siber, 

kebocoran data, fraud, kesalahan algoritmik, dan ketergantungan terhadap 

infrastruktur teknologi. 

Perubahan lanskap tersebut diikuti dengan pembaruan kerangka 

hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK merupakan salah 

satu tonggak penting dalam restrukturisasi hukum sektor keuangan 

Indonesia karena memperkuat sejumlah aspek kelembagaan, pengawasan, 

stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan mekanisme 

penanganan permasalahan sektor keuangan. 
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Oleh karena itu, memahami hukum perbankan Indonesia tidak cukup 

dilakukan melalui pendekatan definisional. Diperlukan pemahaman 

komprehensif mengenai hakikat bank sebagai lembaga kepercayaan, fungsi 

strategisnya dalam perekonomian, prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

kegiatan perbankan, struktur kelembagaan pengawasan, hubungan hukum 

dengan nasabah, serta tantangan regulasi akibat transformasi digital dan 

perkembangan sektor keuangan. 

Bab ini dimaksudkan sebagai landasan konseptual untuk memahami 

hukum perbankan Indonesia. Pembahasan diarahkan tidak hanya untuk 

menjelaskan hukum yang berlaku (law in books), tetapi juga melihat 

persoalan implementasi dan perkembangan industri (law in action), sehingga 

hukum perbankan dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga 

keseimbangan antara kepentingan stabilitas, efisiensi, inovasi, dan 

perlindungan masyarakat. 

 

Pengertian, Hakikat, Fungsi, dan Peran Perbankan 
Secara konseptual, bank merupakan salah satu institusi yang memiliki 

karakteristik berbeda dari badan usaha pada umumnya karena kegiatan 

usahanya berkaitan langsung dengan penghimpunan dan pengelolaan dana 

masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian bank tidak dapat 

dilepaskan dari pengertian perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun 

perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, baik 

menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses 

pelaksanaan kegiatan usahanya. 

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa bank tidak semata-mata 

dibentuk sebagai badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Di dalam 

definisi normatif tersebut terdapat tujuan sosial-ekonomi, yaitu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan perbankan memiliki dua 

dimensi yang berjalan secara bersamaan. Pertama, dimensi komersial, 

karena bank merupakan badan usaha yang harus mempertahankan 

keberlanjutan usahanya. Kedua, dimensi publik, karena kegiatan bank 

menyangkut dana masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap 

perekonomian secara luas. 

Dari perspektif ekonomi, bank dapat dipahami sebagai lembaga 

intermediasi yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana 
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Pendahuluan 
Perbankan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan ekonomi karena 

bank tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga menjadi salah 

satu unsur penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan 

stabilitas sistem keuangan. Kedudukan tersebut menyebabkan kegiatan 

perbankan memiliki karakter yang berbeda dengan kegiatan usaha pada 

umumnya. Bank mengelola dana masyarakat, menciptakan hubungan hukum 

dengan nasabah dalam berbagai bentuk produk dan layanan, serta memiliki 

keterkaitan yang erat dengan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pasar 

keuangan, dan perekonomian nasional. Konsekuensinya. aktivitas perbankan 

membutuhkan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan mampu 

memberikan keseimbangan antara kepentingan industri perbankan, 

perlindungan masyarakat, serta kepentingan negara dalam menjaga 

stabilitas perekonomian (Hermansyah, 2020) 

Secara konseptual, hukum perbankan dapat dipahami sebagai 

keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, 

hubungan hukum, pengawasan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan industri perbankan. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa hukum perbankan tidak berdiri sebagai satu rezim 

hukum yang bersifat tunggal. Di dalamnya terdapat persinggungan antara 

hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, 

hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, hukum teknologi 

informasi, hingga hukum internasional. Kompleksitas tersebut muncul 

karena bank berada pada posisi yang mempertemukan kepentingan privat 

dan kepentingan publik. Hubungan bank dengan nasabah pada dasarnya 

memiliki dimensi kontraktual, tetapi aktivitas tersebut sekaligus 

mengandung kepentingan publik karena dana yang dikelola bank sebagian 

besar berasal dari masyarakat dan kegagalan suatu bank dapat menimbulkan 

dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan 

(Sembiring, 2012) 

Atas dasar karakter tersebut, pembahasan mengenai sumber hukum 

perbankan menjadi penting karena sumber hukum menentukan dari mana 

norma yang mengatur perilaku bank, nasabah, regulator, dan pihak-pihak 

terkait memperoleh legitimasi. Sumber hukum perbankan tidak dapat 

direduksi hanya pada satu undang-undang tertentu. Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah mengalami berbagai 

perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

memang merupakan salah satu fondasi utama pengaturan perbankan 
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nasional. Namun, perkembangan regulasi menunjukkan bahwa undang-

undang tersebut telah mengalami perubahan lebih lanjut melalui berbagai 

peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Database peraturan BPK 

mencatat bahwa UU Nomor 7 Tahun 1992 telah mengalami perubahan 

melalui sejumlah regulasi, termasuk UU Nomor 4 Tahun 2023. 

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sumber hukum 

perbankan Indonesia memiliki sifat dinamis dan berlapis. Pada tingkat 

tertinggi terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagai sumber hukum fundamental, terutama ketentuan mengenai 

negara hukum, perekonomian nasional, dan keberadaan bank sentral. 

Selanjutnya terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur 

perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin 

Simpanan, perbankan syariah, serta pengembangan dan penguatan sektor 

keuangan. Di bawahnya terdapat berbagai peraturan pelaksana, termasuk 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank 

Indonesia, dan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain sumber 

hukum tertulis tersebut, praktik perbankan juga bersinggungan dengan 

hukum perdata, hukum pidana, putusan pengadilan, doktrin, kebiasaan, serta 

standar internasional yang memengaruhi pembentukan regulasi nasional 

(Marzuki, 2021). 

Karakter berlapis sebagaimana dimaksud semakin terlihat setelah 

lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan atau yang dikenal sebagai UU P2SK. Undang-

undang ini tidak hanya membentuk norma baru, tetapi juga melakukan 

perubahan terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sektor 

keuangan. Maka dari itu, UU P2SK menunjukkan adanya upaya legislasi untuk 

membangun kerangka pengaturan sektor keuangan yang lebih terintegrasi. 

Dalam konteks perbankan, perubahan tersebut penting karena kegiatan bank 

tidak dapat lagi dipandang secara terpisah dari sistem keuangan secara 

keseluruhan. Risiko yang muncul dalam satu institusi dapat memiliki 

konsekuensi terhadap lembaga lain dan bahkan terhadap stabilitas sistem 

keuangan. 

Perubahan tersebut juga menggeser cara memahami sumber hukum 

perbankan. Jika sebelumnya perhatian hukum relatif banyak diarahkan pada 

aspek kelembagaan bank, kegiatan usaha, perizinan, dan hubungan bank 

dengan nasabah, perkembangan hukum perbankan modern memperluas 

orientasi tersebut kepada aspek prudensial, tata kelola, manajemen risiko, 

perlindungan konsumen, transparansi, stabilitas sistem keuangan, resolusi 
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hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) 
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keabsahan transaksi cryptocurrency dalam kerangka hukum perlindungan 

konsumen dan pendekatan saddu dzari’ah, serta penguatan literasi hukum 

pelaku UMKM dalam penerapan labelisasi halal sebagai bagian dari 

kepatuhan hukum dan pengembangan usaha. Ketertarikannya pada isu-isu 

tersebut menunjukkan konsistensi dalam mengkaji relasi antara regulasi 

negara, kepentingan ekonomi masyarakat, dan nilai-nilai normatif hukum 

Islam. 

Dalam proses penelitian dan penulisan ilmiah, ia mengedepankan 
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serta analisis yang mendalam dan terstruktur. Ia menaruh perhatian besar 
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terhadap integritas akademik tercermin dari upaya menghasilkan karya yang 
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orisinal, bebas plagiasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap 
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Selain aktif dalam penelitian, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan 
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melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual terhadap 

masyarakat. 
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Pengertian Asas-Asas Hukum Perbankan 
Asas hukum perbankan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi 

landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum di bidang perbankan. Asas tersebut menjadi pedoman bagi bank 

dalam menjalankan kegiatan usahanya sekaligus menjadi dasar bagi 

pemerintah dan otoritas terkait dalam melakukan pengaturan dan 

pengawasan terhadap industri perbankan. 

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan perbankan terutama 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

serta berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi Otoritas Jasa 

Keuangan yang mengatur aspek kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, 

kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.  

Secara normatif, Pasal 2 UU Perbankan menentukan bahwa: 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” 

Secara konseptual, asas hukum perbankan dapat dipahami sebagai nilai 

dasar yang mengarahkan hubungan antara bank, nasabah, pemerintah, 

otoritas pengawas, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan 

perbankan. 

 

Asas Demokrasi Ekonomi 
Asas demokrasi ekonomi mengandung makna bahwa kegiatan perbankan 

harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas 

dan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam praktiknya, asas ini tercermin melalui: 

1. Pemberian akses masyarakat terhadap layanan perbankan; 

2. Penghimpunan dana masyarakat secara bertanggung jawab; 

3. Penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha; 

4. Dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif; 

5. Pemberian kesempatan yang wajar kepada masyarakat untuk 

memperoleh layanan keuangan. 

Dengan demikian, kegiatan perbankan tidak boleh semata-mata 

berorientasi pada kepentingan internal bank, tetapi juga harus 

memperhatikan fungsi intermediasi dan kepentingan perekonomian 

nasional. 

 

Asas Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) 
Asas kehati-hatian merupakan salah satu asas paling penting dalam hukum 

perbankan. Bank mengelola dana masyarakat sehingga setiap kegiatan usaha 
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harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Prinsip ini 

bertujuan untuk: 

1. Menjaga kesehatan bank; 

2. Menjaga stabilitas sistem perbankan; 

3. Melindungi dana masyarakat; 

4. Mengurangi risiko kredit dan risiko usaha; 

5. Mencegah terjadinya kegagalan bank. 

Penerapan prinsip kehati-hatian antara lain terlihat dalam proses 

analisis kredit, manajemen risiko, penilaian kualitas aset, penerapan tata 

kelola bank, pengendalian internal, serta pemenuhan ketentuan permodalan 

dan likuiditas. 

Contoh sederhana adalah ketika bank menerima permohonan kredit, 

bank tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan calon debitur 

untuk membayar secara subjektif. Bank harus melakukan analisis secara 

objektif terhadap kemampuan membayar, karakter debitur, kondisi usaha, 

agunan apabila diperlukan, serta risiko kredit. 

 

Asas Kepercayaan 
Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya dibangun atas dasar 

kepercayaan. Masyarakat menyimpan uang di bank karena percaya bahwa: 

1. Dana akan dicatat dan dikelola dengan benar; 

2. Dana dapat ditarik sesuai ketentuan; 

3. Informasi mengenai nasabah dilindungi; 

4. Bank menjalankan kegiatan usahanya sesuai hukum; 

5. Bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. 

Sebaliknya, bank memberikan kredit kepada nasabah karena adanya 

kepercayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya sesuai 

perjanjian. 

Oleh karena itu, kepercayaan merupakan fondasi penting dalam sistem 

perbankan. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan 

penarikan dana secara besar-besaran (bank run) dan mengganggu stabilitas 

perbankan. 

 

Asas Kerahasiaan Bank 
Asas kerahasiaan bank mengharuskan bank menjaga kerahasiaan informasi 

tertentu mengenai nasabah dan simpanannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan bank diperlukan untuk: 

1. Melindungi privasi nasabah; 

2. Menjaga keamanan informasi keuangan; 
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Perbankan pada Masa Kolonial dan Awal Pembentukan 

Sistem Perbankan Indonesia 
Kegiatan perdagangan di wilayah Nusantara berkembang semakin luas 

setelah perusahaan dagang Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC), menjalankan aktivitas perdagangan sejak awal abad ketujuh belas. 

Para pedagang pada masa tersebut membutuhkan sarana pembayaran, 

penyimpanan kekayaan, dan pembiayaan untuk mendukung transaksi 

perdagangan yang melibatkan berbagai wilayah (Widyatantri, 2025). 

Peredaran berbagai jenis mata uang juga menimbulkan kebutuhan terhadap 

lembaga yang mampu membantu penyelenggaraan transaksi keuangan 

secara lebih teratur. Pemerintah kolonial kemudian melihat keberadaan 

lembaga keuangan sebagai salah satu sarana yang dapat mendukung 

perdagangan dan kegiatan ekonomi di wilayah kekuasaannya. Kebutuhan 

tersebut melatarbelakangi perkembangan lembaga perbankan di Nusantara 

sebelum terbentuknya sistem perbankan yang lebih terorganisasi pada abad 

kesembilan belas. 

Bank van Courant menjadi salah satu lembaga perbankan awal di 

Nusantara ketika lembaga tersebut berdiri pada tahun 1746 untuk 

menunjang kegiatan perdagangan. Bank tersebut memberikan pinjaman 

dengan jaminan berupa emas, perak, perhiasan, dan berbagai barang 

berharga kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pemerintah 

kolonial menyempurnakan lembaga tersebut pada tahun 1752 menjadi De 

Bank van Courant en Bank van Leening dengan kegiatan yang mencakup 

penghimpunan serta penyaluran dana kepada kalangan tertentu, termasuk 

pegawai VOC. Perkembangan lembaga tersebut menunjukkan bahwa 

kegiatan perbankan pada masa kolonial mula-mula tumbuh karena 

kebutuhan praktis terhadap kredit, penyimpanan dana, dan kelancaran 

perdagangan. Krisis keuangan akhirnya menyebabkan De Bank van Courant 

en Bank van Leening menghentikan kegiatannya pada tahun 1818 sehingga 

pemerintah kolonial kembali menghadapi kebutuhan terhadap lembaga 

keuangan yang lebih kuat dan teratur.  

Raja Willem I mengusulkan pembentukan sebuah bank di Jawa pada 

tahun 1825 sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem keuangan dan 

peredaran uang di Hindia Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda selanjutnya 

memberikan kewenangan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk 

membentuk sebuah bank berdasarkan octrooi atau hak istimewa yang 

berlaku untuk jangka waktu tertentu. Octrooi en Reglement voor De Javasche 

Bank tahun 1827 menjadi dasar normatif bagi pembentukan dan 

penyelenggaraan kegiatan De Javasche Bank serta mulai berlaku pada 1 
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Januari 1828 (Alif & Dien, 2021). Komisaris Jenderal Hindia Belanda 

kemudian menetapkan pendirian De Javasche Bank melalui Surat Keputusan 

Nomor 25 tanggal 24 Januari 1828, sedangkan kegiatan operasional bank 

tersebut dimulai pada 8 April 1828. Ketentuan octrooi tersebut memberikan 

De Javasche Bank hak khusus sebagai bank sirkulasi yang dapat 

mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank di wilayah Hindia 

Belanda. 

Pembentukan De Javasche Bank memberikan jawaban kelembagaan 

terhadap kebutuhan perdagangan, pembiayaan, dan sistem pembayaran 

yang terus berkembang pada awal abad kesembilan belas. De Javasche Bank 

menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan peredaran uang sekaligus 

melayani transaksi keuangan seperti pendiskontoan surat berharga yang 

digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah kolonial memberikan 

kedudukan khusus kepada bank tersebut melalui octrooi sehingga De 

Javasche Bank memiliki fungsi yang berbeda dari lembaga pemberi kredit 

biasa yang telah berkembang sebelumnya. Pelaksanaan fungsi tersebut 

membantu pemerintah kolonial menciptakan sistem pembayaran yang lebih 

teratur sekaligus menyediakan dukungan pembiayaan bagi perdagangan dan 

kegiatan ekonomi yang berkembang di Hindia Belanda. Perkembangan ini 

menjadi tahap penting dalam sejarah perbankan Indonesia karena 

keberadaan De Javasche Bank membentuk dasar kelembagaan bagi 

perkembangan bank sirkulasi dan sistem perbankan pada masa berikutnya. 

Perkembangan kegiatan ekonomi kolonial pada abad kesembilan belas 

mendorong pemerintah Hindia Belanda dan kalangan swasta untuk 

memperluas peranan lembaga perbankan di berbagai pusat perdagangan. De 

Javasche Bank memperluas jangkauan kegiatannya dengan membuka kantor 

cabang di Semarang dan Surabaya pada tahun 1829, kemudian di Padang dan 

Makassar pada tahun 1864, serta di sejumlah kota lain yang memiliki 

aktivitas ekonomi penting. Pembukaan kantor-kantor tersebut mendukung 

peredaran uang, kegiatan pembayaran, dan transaksi perdagangan yang 

semakin meningkat di luar Batavia (Alif & Dien, 2021). Pemerintah kolonial 

juga memanfaatkan De Javasche Bank untuk mendukung kebijakan finansial 

yang berkaitan dengan pelaksanaan cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa 

sejak dekade 1830-an. Perluasan jaringan tersebut menunjukkan bahwa 

perkembangan perbankan pada masa kolonial mengikuti pertumbuhan pusat 

produksi, perdagangan, dan distribusi komoditas yang bernilai ekonomi 

tinggi.  

Pertumbuhan sektor perkebunan swasta setelah tahun 1870 

meningkatkan kebutuhan modal dan mendorong kemunculan berbagai bank 
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Pendahuluan 
Sistem keuangan merupakan salah satu komponen fundamental dalam 

penyelenggaraan perekonomian suatu negara. Melalui sistem keuangan, 

dana yang tersedia dalam masyarakat dapat dihimpun dan dialokasikan 

kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dengan 

demikian, sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan 

penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berhubungan dengan 

mekanisme pembayaran, pengelolaan risiko, stabilitas ekonomi, 

perlindungan konsumen, serta efektivitas kebijakan moneter dan 

makroekonomi. 

Dalam konteks Indonesia, perbankan memiliki posisi yang sangat 

penting dalam sistem keuangan. Bank menjalankan fungsi intermediasi 

dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. 

Fungsi tersebut menempatkan bank sebagai lembaga yang memiliki 

hubungan langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai bagian dari 

mekanisme transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan 

(Kasmir, 2018). 

Secara yuridis, pengaturan perbankan Indonesia bertumpu antara lain 

pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan 

tersebut membawa konsekuensi penting terhadap struktur dan kegiatan 

usaha perbankan, termasuk penegasan mengenai fungsi bank, jenis kegiatan 

usaha, prinsip kehati-hatian, serta aspek pengawasan. Dalam perkembangan 

berikutnya, rezim hukum sektor keuangan mengalami perubahan yang 

cukup mendasar melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

UU P2SK menunjukkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif 

dalam membangun sistem keuangan nasional. Regulasi tersebut tidak hanya 

mengatur perbankan, tetapi mencakup berbagai subsektor dalam sistem 

keuangan, termasuk pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, inovasi teknologi sektor keuangan, penguatan kelembagaan 

otoritas, stabilitas sistem keuangan, serta perlindungan konsumen (lihat UU 

4/2023). Sehingga pembahasan mengenai hukum perbankan modern tidak 

dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai sistem keuangan secara 

keseluruhan. 

Perubahan teknologi juga telah mengubah karakter industri perbankan. 

Hubungan antara bank dan nasabah yang sebelumnya didominasi interaksi 

fisik secara bertahap bergeser menuju layanan berbasis elektronik dan 
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digital. Mobile banking, internet banking, pembayaran digital, open banking, 

pemanfaatan data, kecerdasan artifisial, serta kolaborasi antara bank dan 

perusahaan teknologi keuangan merupakan bagian dari transformasi 

tersebut. 

Transformasi digital memberikan manfaat berupa peningkatan 

efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan pelayanan. Akan tetapi, digitalisasi 

sekaligus menciptakan risiko baru, antara lain risiko keamanan siber, 

kebocoran data pribadi, penipuan digital, pencucian uang, kegagalan 

teknologi, dan ketergantungan terhadap penyedia teknologi pihak ketiga. 

Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan 

penguatan tata kelola dan perlindungan hukum. 

Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk memberikan pemahaman 

mengenai hubungan antara sistem keuangan dan perbankan di Indonesia, 

struktur kelembagaan yang menopangnya, perkembangan regulasi, serta 

transformasi praktik perbankan modern. Pendekatan yang digunakan tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan 

ekonomi dan teknologi yang memengaruhi penyelenggaraan industri 

keuangan. 

 

Struktur dan Karakteristik Sistem Keuangan serta 

Perbankan Indonesia 
1. Konsep Sistem Keuangan 

Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan kelembagaan, 

pasar, instrumen, infrastruktur, dan mekanisme yang memungkinkan 

terjadinya penghimpunan, pengalokasian, dan pengelolaan dana dalam 

perekonomian. Dalam sistem tersebut terdapat hubungan antara pemilik 

dana, pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan, otoritas, serta 

infrastruktur pendukung transaksi. 

Dari perspektif ekonomi, sistem keuangan memiliki beberapa fungsi 

utama. Pertama, menyediakan mekanisme intermediasi antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. 

Kedua, menyediakan sarana pembayaran yang memungkinkan transaksi 

ekonomi berlangsung secara efisien. Ketiga, menyediakan mekanisme 

pengelolaan dan transfer risiko. Keempat, membantu pembentukan harga 

aset dan alokasi sumber daya. Kelima, menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan (Mishkin, 

2016). 

Perbankan menempati posisi penting dalam fungsi intermediasi 

tersebut. Berbeda dengan transaksi pembiayaan secara langsung melalui 
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Pendahuluan 
Di antara sekian banyak badan usaha yang hidup dalam perekonomian 

Indonesia, bank menempati kedudukan yang agak berbeda. Bank tidak hanya 

menjual barang atau jasa seperti perusahaan pada umumnya, melainkan 

mengelola uang milik masyarakat yang dititipkan kepadanya. Undang-

Undang Perbankan merumuskan bank sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari 

rumusan tersebut terlihat bahwa bank berdiri di antara dua kelompok 

kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan 

dana. Karena posisinya sebagai perantara itulah bank sering disebut sebagai 

lembaga intermediasi keuangan. 

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan pada dasarnya 

bertumpu pada kepercayaan. Orang menaruh uangnya di bank karena yakin 

uang itu aman dan dapat diambil kembali kapan pun dibutuhkan. Begitu 

kepercayaan itu goyah, akibatnya bisa sangat luas, sebagaimana pernah 

dialami Indonesia pada krisis moneter 1997–1998. Pada masa itu puluhan 

bank dilikuidasi dan negara harus menanggung biaya penyehatan yang 

sangat besar. Banyak kalangan menilai bahwa salah satu akar persoalannya 

terletak pada longgarnya syarat pendirian bank setelah deregulasi Paket 

Oktober 1988, ketika jumlah bank tumbuh pesat tanpa diimbangi kualitas 

pengelolaan dan pengawasan yang memadai. Pengalaman pahit tersebut 

menjadi pelajaran bahwa pintu masuk ke industri perbankan memang perlu 

dijaga dengan ketat. 

Kerangka hukum yang mengatur pendirian, perizinan dan kegiatan 

usaha bank juga terus bergerak. Sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan 

dan pengawasan mikroprudensial perbankan berpindah dari Bank Indonesia 

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 

P2SK) mengubah cukup banyak ketentuan dalam Undang-Undang 

Perbankan, termasuk mengganti nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi 

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta menata ulang bentuk badan hukum 

dan ruang lingkup kegiatan usaha bank. Perubahan undang-undang tersebut 

kemudian diturunkan ke dalam berbagai Peraturan OJK, antara lain POJK 

Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK Nomor 16 Tahun 2022 

tentang Bank Umum Syariah, dan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR 

dan BPR Syariah. 
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Bertolak dari hal tersebut, bab ini membahas tiga persoalan pokok yang 

saling berkaitan. Pertama, bagaimana suatu bank didirikan, siapa yang boleh 

mendirikannya dan syarat apa yang harus dipenuhi. Kedua, bagaimana 

mekanisme perizinan bank sejak tahap persetujuan prinsip sampai dengan 

izin usaha, termasuk kemungkinan izin itu dicabut. Ketiga, kegiatan usaha 

apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank. Pembahasan 

disusun dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pendapat para ahli hukum perbankan, dengan harapan dapat 

menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, praktisi maupun pihak lain yang 

menaruh minat pada hukum perbankan. 

 

Pendirian Bank 
Mendirikan bank tidak sama dengan mendirikan perseroan terbatas biasa. 

Seseorang yang ingin membuka usaha dagang cukup menghadap notaris, 

membuat akta pendirian, lalu memperoleh pengesahan badan hukum dari 

Menteri Hukum. Untuk bank, langkah tersebut belum cukup. Pendirian bank 

tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum korporasi yang 

mengatur badan hukumnya dan hukum perbankan yang mengatur kelayakan 

badan hukum tersebut untuk menghimpun dana masyarakat. Pasal 16 ayat 

(1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa setiap pihak yang 

melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha. Pihak yang 

menghimpun dana tanpa izin diancam pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 46 undang-undang yang sama. Dengan kata lain, status badan hukum 

hanyalah syarat awal, sedangkan hak untuk beroperasi sebagai bank baru 

lahir setelah izin diberikan oleh otoritas. 

Secara garis besar, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pendirian bank, yaitu bentuk badan hukum, pihak yang mendirikan dan 

memiliki bank, kecukupan modal, serta kelayakan pengurusnya. 

1. Bentuk Badan Hukum Bank 

Sebelum berlakunya UU P2SK, Pasal 21 Undang-Undang Perbankan 

memberikan pilihan yang cukup beragam. Bank umum dapat berbentuk 

perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah, sedangkan BPR 

dapat berbentuk perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau 

bentuk lain yang ditetapkan pemerintah. UU P2SK menyederhanakan 

pilihan tersebut. Bank umum kini berbentuk perseroan terbatas, 

sementara BPR dan BPR Syariah berbentuk perseroan terbatas atau 

koperasi. Bank yang masih menggunakan bentuk lain diberi kesempatan 

untuk menyesuaikan bentuk badan hukumnya melalui mekanisme 
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Kedudukan Prinsip dalam Hukum Perbankan 
Bank menjalankan usahanya dengan uang orang lain. Sebagian besar dana 

yang dikelola bank berasal dari simpanan masyarakat, sedangkan modal 

pemilik hanya menopang porsi kecil dari neracanya. Penyimpan tidak 

memiliki keahlian, informasi, maupun insentif untuk memantau portofolio 

bank tempat ia menyimpan dana. Karena itu, negara mengambil alih peran 

pemantau tersebut melalui regulasi dan pengawasan prudensial yang 

bertindak atas nama penyimpan (Dewatripont & Tirole, 1994). Simpanan 

yang dapat ditarik sewaktu-waktu juga membuat bank rentan terhadap 

penarikan dana secara serentak ketika kepercayaan goyah, bahkan pada 

bank yang sebenarnya sehat (Diamond & Dybvig, 1983). Hukum perbankan 

menjawab kerentanan itu dengan menetapkan sejumlah prinsip yang 

mengikat bank dalam setiap kegiatan usahanya. 

Literatur hukum perbankan Indonesia kerap mempertukarkan istilah 

asas dan prinsip. Rahardjo (2014) menempatkan asas hukum sebagai 

landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan sekaligus alasan yang 

membuat peraturan itu dapat diterima akal. Dworkin (1977) menawarkan 

pembedaan yang lebih operasional. Aturan berlaku secara penuh atau tidak 

berlaku sama sekali, sedangkan prinsip memiliki bobot yang harus ditimbang 

terhadap prinsip lain dalam perkara konkret. Bab ini memakai pembedaan 

tersebut. Asas demokrasi ekonomi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan 

(UU Perbankan) berfungsi sebagai fondasi arah kebijakan perbankan 

nasional. Prinsip-prinsip yang dibahas di sini bekerja satu tingkat lebih 

konkret: prinsip menjadi ukuran perilaku bank, dijabarkan dalam peraturan 

pelaksana, dan pelanggarannya membawa sanksi. 

Dalam praktik, prinsip hukum perbankan menjalankan tiga fungsi. 

Pertama, prinsip menjadi dasar pendelegasian pengaturan. Undang-undang 

cukup menyebut kewajiban berhati-hati atau mengenal nasabah, lalu OJK 

menjabarkannya menjadi ketentuan teknis yang dapat berubah mengikuti 

perkembangan risiko. Kedua, prinsip menjadi pedoman penafsiran ketika 

aturan tertulis belum mengatur suatu praktik baru, sehingga pengawas dan 

hakim tetap memiliki ukuran untuk menilai perilaku bank. Ketiga, prinsip 

menjadi standar pertanggungjawaban. Pengurus bank dinilai tidak hanya 

dari kepatuhannya pada daftar aturan, tetapi juga dari kesesuaian 

keputusannya dengan tujuan yang hendak dicapai prinsip tersebut. 

Doktrin hukum perbankan nasional umumnya mengelompokkan empat 

prinsip yang melekat pada hubungan bank dengan nasabah, yaitu prinsip 

kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip 

mengenal nasabah (Djumhana, 2012; Hermansyah, 2013). Perkembangan 
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regulasi setelah fungsi pengaturan dan pengawasan bank beralih ke Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) menempatkan prinsip tata kelola yang baik sebagai 

kerangka yang menyatukan keempatnya. Pembahasan berikut memusatkan 

perhatian pada makna, dasar hukum, dan fungsi setiap prinsip beserta 

hubungan di antara prinsip-prinsip itu. 

 

Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 
Prinsip kepercayaan menyatakan bahwa hubungan bank dengan nasabah 

bertumpu pada kepercayaan. Masyarakat menempatkan dananya karena 

yakin bank akan mengelola dana itu secara wajar dan mengembalikannya 

sesuai perjanjian. Usman (2001) menyebut kepercayaan sebagai modal 

utama bank, sebab tanpa kepercayaan, fungsi penghimpunan dan penyaluran 

dana tidak dapat berjalan. Perubahan UU Perbankan melalui Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 menerjemahkan gagasan ini ke dalam kewajiban bank 

untuk menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah 

yang mempercayakan dananya, baik ketika memberikan kredit maupun 

ketika menjalankan kegiatan usaha lainnya. 

Secara yuridis, hubungan bank dan nasabah lahir dari perjanjian, dan 

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan 

setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Sjahdeini (1993) 

berpendapat bahwa hubungan tersebut tidak cukup dipahami sebagai 

hubungan debitur dan kreditur biasa. Bank memegang dana masyarakat 

dalam posisi yang menyerupai pemegang amanah, sehingga bank wajib 

beritikad baik dan menjaga kepentingan nasabah melampaui apa yang 

tertulis dalam kontrak. Pandangan ini lebih luas daripada titik tolak tradisi 

common law. Dalam tradisi itu, hubungan bank dan nasabah terutama diatur 

oleh hukum kontrak, dan kewajiban fidusia baru muncul ketika bank 

mengambil peran tambahan di luar kontrak (Chiu & Wilson, 2019). Meski 

demikian, Tuch (2019) mencatat bahwa pengadilan pernah membebankan 

kewajiban fidusia kepada bank dalam setiap fungsi utamanya, termasuk 

penerimaan simpanan dan pemberian kredit, serta menolak menganggap 

klausul pelepasan kewajiban fidusia yang dibuat bank berlaku dengan 

sendirinya. 

Konsekuensi praktis prinsip kepercayaan dalam hukum Indonesia 

tampak pada tiga kewajiban. Pertama, bank mengelola dana nasabah dengan 

kecermatan profesional dan tidak semata-mata mengejar laba jangka pendek. 

Kedua, bank menghindari atau mengungkapkan benturan kepentingan, 

termasuk dalam transaksi dengan pihak terkait. Ketiga, bank memberikan 

informasi yang benar tentang produk dan risikonya; sejak 1998 UU 
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Konsep Dasar dan Hakikat Rahasia Bank 
1. Pengertian dan Hakikat Kerahasiaan Bank secara Umum 

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam 

pembangunan dan perekonomian di suatu negara. Pengertian “Bank” 

menurut Campbell (1979: 131-132) dirumuskan sebagai berikut: “A bank 

is an institution, usually incorporated, whose business it is to receive money 

on deposit, cash checks or drafts, discount commercial paper, make loans, 

and issue promissory notes payable to bearer, known as bank notes”. Bank 

adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai 

macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 

melakukan pengawasan terhadap mata uang, tempat penyimpanan uang 

dan benda-benda berharga, dan membiayai usaha perusahaan, dan lain 

sebagainya (Suyatno et al. 1991). 

Dewasa ini, tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki lembaga 

keuangan “Bank”. Posisi lembaga keuangan bank ini berada di antara 

pihak (financial intermediary) yang memiliki dana dan pihak yang 

kekurangan dana. Bentuk usaha dari lembaga keuangan bank ini adalah 

menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan kemudian menyalurkan kembali (lending) melalui skema kredit atau 

pembiayaan. Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan atas asas 

kepercayaan (fiduciary relation principle), karena masyarakat hanya 

bersedia menempatkan dana simpanannya di bank jika terdapat jaminan 

atas keamanan (secure) baik terhadap fisik uangnya maupun jaminan 

kerahasiaan atas data pribadi dan rekam jejak bank dimaksud. Oleh sebab 

itu, ketentuan mengenai rahasia bank (bank secrecy, financial privacy) 

menjadi pilar vital dalam hukum perbankan demi menjaga tingkat 

kepercayaan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh 

pihak. 

 

2. Fungsi Rahasia Bank dalam Menjaga Kredibilitas dan Stabilitas 

Perbankan 

Kepatuhan bank dalam memegang teguh prinsip kerahasiaan memainkan 

peran yang sangat vital dalam membentuk reputasi serta kredibilitas 

institusi di mata publik. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di atas 

asas kepercayaan (trust principle), eksistensi bisnis perbankan sangat 

bergantung pada jaminan rasa aman nasabah. Adanya kepastian hukum 

bahwa data pribadi dan rekam jejak finansial tidak akan disalahgunakan 

mampu menekan persepsi risiko masyarakat. Hal ini melindungi institusi 

dari potensi ancaman risiko reputasi yang dapat merusak citra bank. 
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Indikator kejujuran dan kepatuhan (brand intentions) dalam menjaga 

rahasia nasabah pun menjadi kunci utama ketertarikan nasabah. Dengan 

demikian, kredibilitas yang terbangun kokoh akan membuat bank sebagai 

pilihan utama masyarakat dalam menyimpan dan mengelola dana mereka 

Di sisi lain, kredibilitas bank yang terjaga melalui penerapan rahasia 

bank ini secara langsung menopang stabilitas sistem keuangan secara 

keseluruhan. Kepercayaan publik yang terpelihara mendorong 

kelancaran penghimpunan dana dari sektor rumah tangga secara 

berkelanjutan. Hal ini memastikan fungsi bank sebagai perantara 

keuangan dapat berjalan secara efisien dan produktif. Arus likuiditas yang 

stabil membuat bank mampu mengantisipasi berbagai bentuk risiko 

operasional maupun risiko kredit. Selain itu, jaminan keamanan ini 

mencegah terjadinya krisis kepercayaan yang dapat memicu penarikan 

dana secara masif. Kesehatan institusi perbankan yang terjaga akan 

memperkokoh stabilitas sistem pembayaran dan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Selain itu, visi dan misi yang mulia dari kegiatan usaha 

perbankan yakni pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan 

taraf hidup rakyat dapat tercapai (Pramono 1999). 

 

3. Doktrin Kerahasiaan Bank  

Kerahasiaan bank merupakan konsekuensi logis dari kegiatan usaha 

perbankan yang wajib melindungi kepentingan nasabahnya berdasarkan 

prinsip kerahasiaan (confidential principle). Kerahasiaan bank 

berdasarkan prinsip kerahasiaan diperlukan karena perbankan harus 

melindungi nasabahnya, sehingga bank yang membocorkan informasi 

yang masuk kualifikasi “rahasia bank” akan ada sanksi. Berdasarkan 

kajian teori, terdapat beberapa karakteristik rahasia bank, antara lain: 

a. Rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute secrecy theory) 

Bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan 

terkait nasabahnya yang diketahui oleh bank terkait kegiatan usaha 

nasabahnya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan yang biasa 

maupun keadaan yang luar biasa. Teori rahasia bank yang bersifat 

mutlak ini menunjukkan bahwa ada kepentingan individu (individual 

interest) yang wajib dilindungi oleh bank dalam keadaan juga, 

sehingga terkadang terdapat kepentingan negara dan/atau 

masyarakat lain yang terabaikan (Asikin 2015). Dengan kata lain, bank 

akan melindungi data fisik maupun non-fisik milik nasabahnya dalam 

keadaan apapun juga, tanpa ada pengecualian. Saat ini, hampir semua 

negara di dunia termasuk Indonesia tidak menganut teori rahasia bank 



Rahasia Bank 

 

162 Yovereld Alexetty Artyo 

 

Daftar Pustaka 
Asikin, Zainal. 2015. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

Black, Henry Campbell. 1979. Black’s Law Dictionary. St. Paul: West 

Publishing Co. 

Fuady, Munir. 2009. Hukum Perbankan Modern. Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti. 

Husein, Yunus. 2010. Rahasia Bank dan Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka 

Juanda Tigalima. 

Pramono, Nindyo. 1999. Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah 

Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi. Yogyakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada. 

Suyatno, Thomas, Marala Djuhaepah T, Azhar Abdullah, Johan Thomas 

Aponno, Tinon Yunianti Ananda, dan H. A. Chalik. 1991. Kelembagaan 

Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rahasia Bank 

 

163 Yovereld Alexetty Artyo 

PROFIL PENULIS  

Yovereld Alexetty Artyo, S.H., M.H. 

Penulis lahir di Kota Surabaya pada tanggal 13 

Januari 2001. Penulis meraih gelar Sarjana 

Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas 

Surabaya setelah menyelesaikan studinya pada 

tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan 

program kekhususan Hukum Administrasi 

Negara serta berhasil meraih Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 3.79 (Cum Laude). Penulis juga 

meraih gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga setelah 

menyelesaikan studinya pada tahun 2024 

sampai dengan 2026 dengan program 

kekhususan Hukum Pemerintahan serta berhasil meraih Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 3,88. Selain memiliki kualifikasi dalam Hukum Administrasi 

Negara dan Hukum Pemerintahan, penulis juga memiliki fokus pada bidang 

Hukum Perusahaan (corporate law), hukum perbankan (banking law), 

hukum ketenagakerjaan (labor law), hukum agraria (agrarian law), dan 

hukum kontrak (contract law). Dalam dunia praktis, penulis memiliki 

pengalaman kerja sebagai Staf Hukum (legal staff) pada Departemen Credit 

Risk Monitoring PT. Bank CTBC Indonesia Cabang Surabaya (Intiland Tower) 

dan saat ini bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Penelaah 

Penuntutan dan Penegakan Hukum (Prosecution Analyst and Law 

Enforcement). 

 

Email Penulis: yovereldandlaw@gmail.com // HP: 081392274660 

 

 

 

 

mailto:yovereldandlaw@gmail.com


Penghimpun Dana Masyarakat 

 

164 Monica Belinda Oksavina 

 

 

 

 

 

 
 

 

BAB 9 

PENGHIMPUNAN DANA 

MASYARAKAT 
 

 

 

 

Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.  

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
 

 

 

 

 

 



Penghimpun Dana Masyarakat 

 

165 Monica Belinda Oksavina 

Pengertian dan Kedudukan Penghimpunan Dana 

Masyarakat 
Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi keuangan. Pasal 1 angka 

2 Undang-Undang Perbankan merumuskan bank sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Rumusan tersebut memperlihatkan dua kegiatan inti bank, yaitu: (Afdhal et 

al., 2024)  

1. Menghimpun dana (funding); 

2. Menyalurkan dana (lending).  

Penghimpunan dana berada pada sisi pasiva neraca bank dan menjadi 

sumber utama dana yang kemudian dikelola untuk pembiayaan (KASMIR, 

2014). 

Penghimpunan dana memiliki kedudukan strategis karena bank bekerja 

terutama dengan uang milik orang lain. Hermansyah menegaskan bahwa 

kepercayaan masyarakat merupakan fondasi bagi keberlangsungan usaha 

bank (Hermansyah, S.H., 2009). Hilangnya kepercayaan dapat memicu 

penarikan dana secara serentak (bank run) yang berdampak sistemik. Karena 

itulah hukum perbankan menempatkan kegiatan penghimpunan dana dalam 

rezim pengaturan yang ketat, mencakup perizinan, prinsip kehati-hatian, 

kerahasiaan bank, serta penjaminan simpanan. 

Berdasarkan rumusan undang-undang, kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat memuat sedikitnya empat unsur. Pertama, adanya pihak yang 

menghimpun dana. Kedua, objek yang dihimpun berupa dana (uang). Ketiga, 

dana berasal dari masyarakat, yakni publik yang tidak terbatas pada 

lingkaran tertentu. Keempat, dana tersebut berbentuk simpanan yang 

menimbulkan kewajiban bagi penghimpun untuk mengembalikannya. 

Keempat unsur ini penting karena menjadi tolok ukur dalam membedakan 

kegiatan perbankan yang sah dari penghimpunan dana ilegal. 

 

Landasan Yuridis dan Asas-Asas 
Landasan konstitusional kegiatan perbankan bersumber pada Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang 

perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan. Nilai ini diturunkan 

dalam Pasal 2 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia 

menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan, 2018). Secara hierarkis, pengaturan penghimpunan 
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dana saat ini tersebar dalam beberapa undang-undang, yaitu UU Perbankan, 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan (UU P2SK). 

UU P2SK, yang diundangkan pada 12 Januari 2023, menata ulang banyak 

aspek sektor keuangan, termasuk perizinan dan larangan penghimpunan 

dana tanpa izin. Perlu dicatat pula bahwa DPR telah menyetujui RUU 

perubahan atas UU P2SK dalam rapat paripurna pada 4 Juni 2026, sehingga 

pembaca disarankan selalu merujuk pada naskah peraturan terbaru yang 

berlaku ketika menggunakan buku ini. 

Dari sisi doktrin, Djumhana mengemukakan bahwa hukum perbankan 

berpijak pada sejumlah asas (Djumhana, 1993). Dalam konteks 

penghimpunan dana, asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Asas demokrasi ekonomi, yakni kegiatan usaha bank diarahkan untuk 

kemakmuran rakyat dan bukan semata-mata kepentingan pemilik modal. 

2. Asas kepercayaan, yakni hubungan bank dengan nasabah penyimpan 

dilandasi keyakinan bahwa dana akan dikelola secara amanah dan 

dikembalikan. 

3. Asas kerahasiaan, yakni bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 

nasabah penyimpan dan simpanannya. 

4. Asas kehati-hatian, yakni bank wajib menjaga kesehatan, likuiditas, dan 

solvabilitasnya dalam mengelola dana masyarakat. 

 

Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di 

sektor perbankan dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan 

Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter, makroprudensial, dan 

sistem pembayaran, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan 

fungsi penjaminan simpanan nasabah. 

 

Bentuk-Bentuk Simpanan sebagai Sarana Penghimpunan 

Dana 
1. Simpanan pada Bank Konvensional 

Pasal 1 angka 5 UU Perbankan mendefinisikan simpanan sebagai dana 

yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, 

tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bank 

umum diperbolehkan menghimpun dana dalam seluruh bentuk tersebut, 

sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibatasi dan tidak boleh 
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Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran dan  posisi 

strategis dalam sistem perekonomian masyarakat. Fungsi utama bank 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau pembiayaan. Kegiatan penyaluran dana/kredit perbankan menjadi salah 

satu aktivitas utama bank karena memiliki hubungan langsung dengan fungsi 

intermediasi, pertumbuhan ekonomi, pembiayaan dunia usaha, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kredit merupakan hubungan hukum kontraktual yang melibatkan hak 

dan kewajiban para pihak, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, 

perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta pengawasan oleh Otoritas 

Lembaga Keuangan.  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan 

dasar hukum bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Perkembangan hukum perbankan mengalami perubahan yang sejalan 

dengan digitalisasi dalam sektor keuangan. Penyaluran dana tidak lagi selalu 

dilakukan melalui proses tatap muka dan dokumen fisik. Bank dapat 

memanfaatkan teknologi informasi, analisis data, sistem credit scoring, 

artificial intelligence, dan layanan perbankan digital dalam melakukan proses 

pemberian kredit. 

Dengan demikian, hukum perbankan modern harus mampu menjawab 

dua kebutuhan sekaligus, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi bank sebagai kreditur serta memberikan perlindungan yang 

proporsional kepada nasabah sebagai debitur dan konsumen jasa keuangan. 

 

Konsep dan Dasar Hukum Kredit Perbankan 
Penyaluran dana dalam bentuk kredit merupakan salah satu kegiatan utama 

bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Secara sederhana, kredit 

merupakan penyaluran dana oleh bank kepada pihak yang membutuhkan 

dengan kewajiban bagi penerima dana untuk mengembalikan dana tersebut 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, 
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Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

memberikan pengertian bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Uraian pengertian kredit tersebut memberikan beberapa unsur penting 

dalam penyaluran dana/kredit, yaitu kepercayaan, penyediaan dana, 

kesepakatan, jangka waktu, kewajiban pengembalian, dan imbalan. 

Kepercayaan menjadi dasar utama karena bank menyerahkan dana terlebih 

dahulu dengan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

memberikan pengertian mengenai Bank adalah badan usaha yang bertugas 

melakukan penghimpunan dana masyarakat dan kemudian melakukan 

penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk 

lain, dalam upayanya meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit bukan  hanya 

merupakan transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan hubungan hukum 

antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan 

tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Penyaluran kredit merupakan bagian dari fungsi intermediasi 

perbankan. Bank menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan 

deposito, kemudian menyalurkan sebagian dana tersebut dalam bentuk 

kredit atau pembiayaan. 

Kredit perbankan memiliki fungsi ekonomi yang luas, antara lain: 

1. Menyediakan modal bagi dunia usaha;  

2. Mendukung investasi; 

3. Meningkatkan konsumsi masyarakat;  

4. Membantu pengembangan umkm;  

5. Menciptakan aktivitas ekonomi; dan  

6. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menurut Sutarno, pemberian kredit tidak semata-mata merupakan 

keputusan bisnis, melainkan harus memenuhi persyaratan dan konstruksi 

hukum yang berlaku. (Sutarno, 2009) 
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Latar Belakang 
Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian 

nasional karena memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kedudukan tersebut 

menjadikan bank memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan 

ekonomi, baik dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat maupun 

dalam menunjang kegiatan produktif dunia usaha. Penyaluran kredit oleh 

bank pada hakikatnya merupakan kegiatan yang mengandung risiko karena 

dana yang disalurkan kepada debitur pada dasarnya berasal dari dana 

masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Kondisi tersebut menuntut 

bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan 

penyaluran kredit agar risiko kerugian dapat diminimalkan dan stabilitas 

sistem perbankan tetap terjaga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai salah 

satu landasan penting dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. 

Penyaluran kredit tidak dapat hanya didasarkan pada kepercayaan bank 

terhadap debitur, tetapi harus didukung oleh proses penilaian yang 

komprehensif terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi 

kewajibannya. Ketentuan perbankan menghendaki adanya keyakinan bank 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai 

dengan perjanjian kredit. Penilaian tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan berbagai aspek, antara lain watak, kemampuan, modal, 

agunan, serta prospek usaha debitur. Kerangka tersebut menunjukkan 

bahwa agunan merupakan salah satu instrumen yang memiliki kedudukan 

penting dalam manajemen risiko kredit, meskipun keberadaan agunan tidak 

dapat dipahami sebagai satu-satunya dasar pemberian kredit. Bank tetap 

harus menilai keseluruhan kondisi debitur secara objektif sebelum 

mengambil keputusan kredit. 

Konsep jaminan dalam hukum perbankan memiliki hubungan erat 

dengan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Jaminan pada 

dasarnya berfungsi memberikan kepastian kepada kreditur bahwa 

kewajiban debitur akan dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Apabila debitur 

melakukan wanprestasi, keberadaan jaminan memberikan dasar hukum bagi 

kreditur untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme yang telah 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum perdata Indonesia 

mengenal prinsip jaminan umum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1131 

dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seluruh harta 

kekayaan debitur pada prinsipnya menjadi jaminan bagi seluruh 
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perikatannya, sedangkan dalam kondisi tertentu kreditur dapat memperoleh 

kedudukan yang lebih kuat melalui jaminan kebendaan yang memberikan 

hak preferen atau hak didahulukan. 

Pembedaan antara jaminan dan agunan menjadi penting dalam 

memahami sistem hukum perbankan. Jaminan mempunyai cakupan 

pengertian yang lebih luas karena berkaitan dengan segala bentuk kepastian 

yang diberikan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Agunan lebih 

menekankan pada benda atau aset tertentu yang diserahkan atau dibebankan 

kepada kreditur sebagai instrumen untuk menjamin pelunasan kewajiban. 

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa agunan merupakan salah satu 

bentuk atau instrumen pendukung jaminan kredit. Pemahaman yang tepat 

mengenai kedua konsep tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan 

dalam praktik perbankan, khususnya dalam menentukan objek jaminan, 

bentuk pengikatan, kedudukan kreditur, serta mekanisme eksekusi apabila 

debitur mengalami wanprestasi. 

Perkembangan kegiatan perbankan menyebabkan bentuk aset yang 

dapat dijadikan agunan semakin beragam. Tanah dan bangunan merupakan 

salah satu objek agunan yang paling umum digunakan dalam praktik karena 

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dibebani dengan hak jaminan tertentu. 

Pengaturan mengenai Hak Tanggungan secara khusus terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-undang 

tersebut memberikan kerangka hukum mengenai pembebanan hak jaminan 

atas hak atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak 

Tanggungan memiliki karakteristik sebagai hak jaminan yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya terhadap kreditur 

lainnya. 

Keberadaan Hak Tanggungan mempunyai arti penting dalam pemberian 

kredit perbankan, terutama kredit yang menggunakan tanah dan bangunan 

sebagai agunan. Bank sebagai kreditur dapat memperoleh kepastian hukum 

mengenai kedudukan dan haknya terhadap objek jaminan apabila 

pengikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Objek Hak Tanggungan pada prinsipnya mencakup hak-hak atas 

tanah tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut memberikan 

kepastian hukum mengenai hubungan antara debitur, kreditur, dan objek 

jaminan. Keberadaan lembaga Hak Tanggungan juga memberikan 

mekanisme penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, 

termasuk melalui pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 
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Pengantar 
Kredit merupakan fungsi utama bank sekaligus sumber risiko yang 

menentukan kualitas aset, profitabilitas, dan kemampuan intermediasi. 

Kredit menjadi bermasalah ketika kualitas hubungan kredit menurun 

sehingga penerimaan pokok dan/atau bunga tidak lagi berlangsung sesuai 

perjanjian dan kemampuan pemulihan eksposur melemah. Dalam praktik 

perbankan, keadaan tersebut tercermin melalui peningkatan risiko kredit, 

penurunan kualitas aset, pembentukan cadangan, dan kebutuhan melakukan 

tindakan korektif. 

Kredit bermasalah tidak identik dengan wanprestasi. Wanprestasi 

merupakan konsep hukum perikatan yang menunjukkan tidak dipenuhinya 

prestasi menurut perjanjian, sedangkan kualitas kredit merupakan penilaian 

prudensial berdasarkan keadaan usaha, kinerja, dan kemampuan membayar 

debitur. Kredit dapat mengalami penurunan kualitas sebelum sengketa 

kontraktual muncul; sebaliknya, keterlambatan tertentu belum tentu 

menghasilkan akibat hukum yang sama apabila terdapat restrukturisasi yang 

sah. Pembedaan ini penting agar indikator prudensial tidak langsung 

diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai kesalahan debitur. 

Bab ini dibatasi pada kredit yang diberikan oleh bank umum 

konvensional. Pembiayaan bank syariah dan kredit Bank Perekonomian 

Rakyat memiliki karakter serta ketentuan sektoral tersendiri. Pembahasan 

memadukan perspektif ekonomi-perbankan dengan hukum positif 

Indonesia, terutama prinsip kehati-hatian, penilaian kualitas aset, 

manajemen risiko, restrukturisasi, pelindungan konsumen, jaminan, 

eksekusi, serta penyelesaian sengketa. 

 

Konsep, Klasifikasi, dan Pengukuran Kredit Bermasalah 
1. Kredit Bermasalah dan NPL 

Istilah kredit bermasalah digunakan untuk menggambarkan eksposur 

kredit yang menunjukkan peningkatan risiko tidak tertagih. Dalam 

literatur internasional, tunggakan lebih dari 90 hari sering digunakan 

sebagai salah satu indikator pinjaman non-performing. Namun, ukuran 

tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai definisi tunggal dalam hukum 

Indonesia karena penilaian kualitas kredit mencakup faktor yang lebih 

luas daripada lamanya tunggakan (Islam et al., 2013; Simper et al., 2017). 

Menurut Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas 

kredit ditetapkan berdasarkan analisis atas prospek usaha, kinerja 

debitur, dan kemampuan membayar dengan memperhatikan signifikansi, 
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materialitas, dan relevansi setiap faktor. Hasil penilaian ditempatkan 

dalam lima kategori. NPL pada umumnya mencakup kredit berkualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet, sedangkan kredit dalam perhatian 

khusus belum termasuk NPL tetapi merupakan sinyal peningkatan risiko 

yang membutuhkan pemantauan lebih ketat.  

 

2. Rasio NPL dan Cadangan Kerugian 

Secara sederhana, NPL bruto dihitung dengan membandingkan jumlah 

kredit berkualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total 

kredit. NPL neto memperhitungkan cadangan yang berkaitan dengan 

kredit bermasalah sesuai format pelaporan yang berlaku. Dalam 

penggunaan akademik, rumus, periode, populasi bank, dan sumber data 

harus dinyatakan agar angka NPL dapat dibandingkan secara tepat. 

NPL bruto = (kredit kurang lancar + diragukan + macet) / total 

kredit × 100% 

 

NPL tidak boleh dibaca sendirian. Rasio ini perlu dianalisis bersama 

cadangan kerugian penurunan nilai, permodalan, konsentrasi kredit, nilai 

dan likuiditas agunan, serta kualitas tata kelola. NPL yang rendah tidak 

otomatis berarti risiko kredit rendah apabila terdapat restrukturisasi 

berulang, pembaruan fasilitas tanpa perbaikan kemampuan bayar, atau 

penundaan pengakuan penurunan kualitas. Sebaliknya, peningkatan NPL 

tidak selalu menunjukkan kegagalan tata kelola apabila terjadi guncangan 

eksternal yang luas dan bank telah membentuk cadangan yang memadai. 

Pencadangan akuntansi dan klasifikasi prudensial memiliki fungsi 

yang berkaitan tetapi tidak identik. Klasifikasi prudensial menentukan 

kualitas aset dan tindakan pengawasan, sedangkan cadangan kerugian 

kredit didasarkan pada estimasi kerugian yang diharapkan menurut 

standar akuntansi keuangan yang berlaku. Karena itu, penggunaan istilah 

pencadangan harus menjelaskan apakah yang dimaksud adalah 

kewajiban prudensial, cadangan akuntansi, atau keduanya. 

 

Faktor Penyebab dan Sistem Peringatan Dini 
1. Faktor Eksternal dan Internal 

Kualitas kredit dibentuk oleh interaksi kondisi debitur, kebijakan bank, 

dan lingkungan ekonomi. Pelemahan pertumbuhan ekonomi, kenaikan 

suku bunga, peningkatan pengangguran, inflasi biaya produksi, 

perubahan nilai tukar, dan gangguan rantai pasok dapat menekan arus 

kas debitur. Studi di berbagai negara menunjukkan hubungan antara 
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Konsep dan Dasar Hukum Perlindungan Nasabah Bank 
Nasabah merupakan subjek penting dalam kegiatan perbankan karena 

keberadaan nasabah menjadi dasar bagi berlangsungnya penghimpunan 

dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa bank. Pasal 1 angka 16 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mendefinisikan 

nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pasal 1 angka 17 

undang-undang tersebut menyebutkan bahwa nasabah penyimpan 

merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk 

simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang 

bersangkutan. Pasal 1 angka 18 selanjutnya menentukan bahwa nasabah 

debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian dengan bank. Pembedaan tersebut menunjukkan 

bahwa kedudukan nasabah dapat lahir dari kegiatan penempatan dana 

maupun penerimaan fasilitas pembiayaan sesuai dengan bentuk layanan 

perbankan yang digunakan (NAPITUPULU, 2025). 

Kedudukan nasabah penyimpan memiliki karakter tersendiri karena 

nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai 

dengan produk serta ketentuan yang disepakati. Hubungan tersebut 

menempatkan bank sebagai pihak yang menerima kepercayaan masyarakat 

sekaligus memiliki kewajiban untuk memenuhi hak nasabah atas dana yang 

ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Nasabah debitur memiliki kedudukan yang berbeda karena bank 

menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang harus dikembalikan 

berdasarkan syarat, jangka waktu, dan kewajiban yang telah ditentukan 

(Bukit, 2019). Perbedaan kedudukan tersebut tidak menghilangkan status 

kedua kelompok sebagai pengguna jasa bank yang memperoleh 

perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Hukum 

perbankan dengan demikian menempatkan nasabah sebagai pihak yang 

memiliki hak sekaligus kewajiban sesuai dengan jenis produk atau layanan 

yang digunakan, tanpa membatasi perlindungan hanya kepada nasabah 

penyimpan. 

Konsep nasabah dalam hukum perbankan juga berkaitan dengan 

pengertian konsumen dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang memakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan 
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diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 

memberikan rumusan yang lebih khusus dengan mendefinisikan konsumen 

sebagai setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk 

dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 1 

angka 4 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menempatkan pelindungan 

konsumen sebagai seluruh upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberikan pelindungan kepada konsumen. Kedudukan nasabah 

bank karena itu dapat dipahami tidak hanya berdasarkan hukum perbankan, 

tetapi juga sebagai konsumen sektor jasa keuangan sepanjang nasabah 

memiliki atau memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan bank. 

Perkembangan hukum sektor keuangan memperkuat posisi nasabah 

dari sekadar pengguna jasa bank menjadi subjek yang secara khusus 

memperoleh perlindungan dalam kegiatan jasa keuangan. Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan memperkuat fungsi pelindungan konsumen sekaligus memperluas 

kerangka pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. POJK 

Nomor 22 Tahun 2023 kemudian mengatur hak dan kewajiban konsumen, 

perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, penyediaan informasi, pemasaran 

produk, penyusunan perjanjian, pelayanan, penanganan pengaduan, dan 

penyelesaian sengketa dalam satu kerangka perlindungan yang lebih 

terpadu. Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan karena itu wajib 

memperhatikan kepentingan nasabah tidak hanya pada saat transaksi 

berlangsung, tetapi sejak tahap penawaran produk sampai dengan 

penyelesaian permasalahan setelah layanan diberikan. Perkembangan 

tersebut menunjukkan bahwa kedudukan nasabah dalam sistem perbankan 

modern telah berkembang menjadi kedudukan hukum yang dilindungi 

melalui perpaduan ketentuan perbankan, perlindungan konsumen, dan 

pengawasan sektor jasa keuangan. 

Kegiatan perbankan menempatkan nasabah dalam hubungan yang 

sangat bergantung pada informasi, kepercayaan, dan kemampuan bank 

dalam mengelola dana serta menyediakan layanan keuangan. Bank pada 

umumnya memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai karakteristik 

produk, biaya, risiko, mekanisme transaksi, serta konsekuensi hukum 

dibandingkan dengan nasabah yang menggunakan produk tersebut. 

Ketimpangan informasi dapat menyebabkan nasabah mengambil keputusan 

tanpa memahami sepenuhnya manfaat maupun risiko yang melekat pada 

suatu produk atau layanan (Ruwaidah, 2020). Pasal 29 ayat (4) Undang-
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Pendahuluan 
Pengawasan perbankan merupakan serangkaian proses pemantauan, 

pemeriksaan, evaluasi, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas 

berwenang untuk memastikan lembaga perbankan beroperasi secara sehat 

dan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Urgensi dari pengawasan ini 

bertumpu pada karakteristik perbankan sebagai lembaga kepercayaan 

(fiduciary institution) yang mengelola dana milik masyarakat. Tanpa adanya 

sistem pengawasan yang ketat dan transparan, maka bank akan berpotensi 

beroperasi secara sewenang-wenang tanpa kendali. Hal tersebut akan 

meruntuhkan kepercayaan masyarakat (public trust), yang pada akhirnya 

memicu penarikan dana secara massal (bank run) hingga mengancam 

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan 

Selain melindungi dana publik, pengawasan yang efektif sangat penting 

untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dan mencegah timbulnya risiko 

sistemik dalam perekonomian makro. Mengingat tingginya keterkaitan 

antar-lembaga keuangan, kegagalan pada satu bank berpotensi menular 

(contagion effect) dan mengguncang sistem perekonomian secara luas. Oleh 

karena itu, Indonesia menerapkan pembagian kewenangan pengawasan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan pengawasan mikroprudensial 

yang berfokus pada kesehatan, kecukupan modal, dan tata kelola (Good 

Corporate Governance) masing-masing bank, sementara Bank Indonesia (BI) 

memegang fungsi pengawasan makroprudensial demi menjaga stabilitas 

sistem keuangan secara keseluruhan.  

 

Konsep dan Urgensi Pengawasan Perbankan  
Lembaga keuangan atau perbankan beroperasi dengan struktur keuangan 

yang berbeda secara fundamental dari korporasi atau perusahaan pada 

umumnya. Sebagian besar modal kerja perbankan, 80 hingga 90 persen, 

bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat yang 

memanfaatkan jasa perbankan berupa giro, tabungan, dan deposito (Laeven 

and Levine, 2009). Tingginya rasio pengungkit utang (financial leverage) ini 

menempatkan bank sebagai lembaga kepercayaan (fiduciary institution) yang 

kelangsungan usahanya bertumpu pada prinsip kepercayaan publik (Batten 

and Vo, 2019).  

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, keberadaan bank difungsikan untuk menunjang pembangunan 

nasional demi stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal tersebut menetapkan bahwa pembangunan nasional harus menjadi 

komitmen dan arah utama bagi perbankan nasional dalam menjalankan roda 
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bisnisnya. Kendati demikian, sebagai sebuah entitas komersial, bank dituntut 

untuk tetap menjaga profitabilitas dan menghindari kerugian. Prinsip ini 

dipertegas dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, yang mewajibkan bank, 

baik dalam penyaluran kredit, pembiayaan syariah, maupun aktivitas usaha 

lainnya, untuk menerapkan metode yang aman demi melindungi aset bank 

sekaligus menjaga kepercayaan serta kepentingan nasabah yang menitipkan 

dana mereka. 

Hubungan antara Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (3) tersebut  mencerminkan 

adanya keseimbangan yang harus dijaga oleh perbankan, yaitu 

menyelaraskan peran sosial-ekonomi sebagai agen pembangunan (agent of 

development) dengan karakteristiknya sebagai lembaga kepercayaan publik 

(institution of trust). Di satu sisi, bank memikul tanggung jawab makro untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui penyaluran dana ke 

sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan UMKM (Siregar and James, 

2020). Di sisi lain, misi mulia ini tidak boleh mengorbankan kesehatan 

finansial internal bank. Sebagai lembaga bisnis, profitabilitas merupakan 

instrumen mutlak untuk bertahan (sustainability), sebab bank yang merugi 

secara otomatis akan kehilangan kemampuan untuk mendanai proyek-

proyek pembangunan nasional dalam jangka panjang. 

Karakteristik bisnis yang sarat risiko tersebut melahirkan empat alasan 

mengapa pengawasan ketat oleh otoritas negara menjadi kebutuhan mutlak 

(Siregar and James, 2020): 

1. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (Systemic Risk Mitigation) 

Kegagalan suatu bank tidak pernah berdiri sebagai kebangkrutan privat 

semata, melainkan dapat memicu efek penularan (contagion effect) 

berupa kepanikan penarikan dana massal (bank run), macetnya sistem 

kliring pembayaran antarbank, dan terhentinya likuiditas sektor riil. 

Pengawasan hadir untuk menjaga ketahanan sistem keuangan secara 

agregat. 

2. Melindungi Kepentingan Nasabah (Depositor Protection) 

Nasabah penyimpan dana tidak memiliki akses, kapasitas teknis, maupun 

wewenang hukum untuk memeriksa portofolio kredit dan kesehatan 

neraca bank. Otoritas pengawas bertindak sebagai perwakilan 

kepentingan publik guna memastikan solvabilitas bank dan kepastian 

penarikan dana simpanan sewaktu-waktu. 

3. Penegakan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Regulations) 

Pengawasan membatasi timbulnya moral hazard, praktik manipulasi 

pembukuan (window dressing), konsentrasi pembiayaan pada kelompok 

terafiliasi, serta penyaluran dana ke instrumen spekulatif yang 

membahayakan kelangsungan usaha bank. 
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Pendahuluan 
Independensi Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu hasil reformasi 

kelembagaan setelah krisis 1997–1998. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1968 tentang Bank Sentral sebelumnya menempatkan BI sebagai pembantu 

Pemerintah, dengan arah kebijakan moneter dikoordinasikan melalui Dewan 

Moneter yang melibatkan menteri-menteri bidang ekonomi. Dalam 

pembahasan perubahan UUD 1945, sejumlah anggota MPR mengaitkan 

lemahnya posisi BI pada masa itu dengan penyaluran Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia (BLBI) yang kemudian menjadi beban keuangan negara 

(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) lalu menetapkan BI sebagai 

lembaga negara yang independen, dan Perubahan Keempat UUD 1945 

memasukkan Pasal 23D: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur 

dengan undang-undang.” 

Dua dekade kemudian, kerangka regulasi tersebut bergeser. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan (UU P2SK, atau disebut juga UU PPSK) mengubah UU BI melalui 37 

butir perubahan, termasuk tujuan BI dan rumusan larangan campur tangan. 

Rumusan ini kemudian diikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang 

Perubahan atas UU P2SK (UU 4/2026) yang menambah arah kebijakan BI 

pada pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, memperluas 

peran DPR dalam evaluasi kinerja, dan menambah alasan pemberhentian 

anggota Dewan Gubernur. 

 

Independensi Bank Sentral: Kerangka Konseptual 
Argumen utama bagi independensi bank sentral bersumber dari masalah 

inkonsistensi waktu (time inconsistency). Pembuat kebijakan yang memiliki 

keleluasaan penuh cenderung terdorong menukar inflasi yang lebih tinggi 

dengan pertumbuhan jangka pendek, sehingga janji menjaga stabilitas harga 

menjadi kurang kredibel (Kydland & Prescott, 1977). Pelaku ekonomi yang 

mengantisipasi dorongan tersebut menaikkan ekspektasi inflasinya, 

sehingga hasil akhirnya adalah inflasi yang lebih tinggi tanpa tambahan 

output (Barro & Gordon, 1983). Salah satu jalan keluarnya adalah 

mendelegasikan kebijakan moneter kepada otoritas yang terlindung dari 

siklus politik dan diberi tujuan stabilitas yang jelas (Rogoff, 1985). Kajian 

lintas negara menemukan hubungan negatif antara tingkat independensi 

hukum bank sentral dan inflasi (Cukierman et al., 1992); (Alesina & Summers, 
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1993). Hubungan ini tampak di negara berkembang ketika independensi 

diukur secara lebih cermat (Garriga & Rodriguez, 2020). 

Independensi juga bukan konsep tunggal. Debelle dan Fischer (1994) 

membedakan independensi tujuan (goal independence) dan independensi 

instrumen (instrument independence), yakni tujuan dapat ditetapkan 

pembentuk undang-undang, tetapi pilihan instrumen untuk mencapainya 

harus berada di tangan bank sentral. Praktik Uni Eropa merinci independensi, 

yaitu fungsional (kejelasan tujuan), institusional (larangan menerima 

instruksi dan larangan memengaruhi), personal (jaminan masa jabatan dan 

alasan pemberhentian yang terbatas), serta finansial (kemampuan mengelola 

anggaran sendiri) (European Central Bank, 2026).  

Independensi tidak berarti bank sentral lepas dari kontrol demokratis. 

Legitimasi lembaga yang pimpinannya tidak dipilih melalui pemilu 

bergantung pada mandat yang jelas, transparansi, dan pertanggungjawaban 

kepada parlemen (Amtenbrink, 1999); (Tucker, 2018). Garis yang perlu 

dijaga adalah perbedaan antara koordinasi dan campur tangan. Koordinasi 

adalah pertukaran informasi dan penyelarasan kebijakan yang keputusannya 

tetap diambil oleh masing-masing otoritas, campur tangan terjadi ketika 

pihak lain memperoleh sarana untuk mengarahkan, menyetujui, atau 

menekan keputusan bank sentral. Ketika batas itu kabur, muncul risiko 

dominasi fiskal (fiscal dominance), yaitu keadaan ketika kebijakan moneter 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sehingga 

pengendalian inflasi melemah dalam jangka panjang (Sargent & Wallace, 

1981). 

 

Frasa “Campur Tangan” dalam UU P2SK dan Tergerusnya 

Otonomi BI 
Makna “campur tangan” dalam UU BI telah beberapa kali diubah. Pasal 9 ayat 

(1) UU BI versi 1999 melarang “... segala bentuk campur tangan ...” terhadap 

pelaksanaan tugas BI tanpa pengecualian, dan ayat (2)-nya mewajibkan BI 

menolak atau mengabaikan campur tangan dari pihak mana pun. Penjelasan 

Pasal 4 ayat (2) hasil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 kemudian 

mendefinisikan campur tangan sebagai “... semua bentuk intimidasi, 

ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas 

Bank Indonesia”, dengan satu pengecualian yakni kerja sama atau bantuan 

teknis dari pihak lain “... atas permintaan Bank Indonesia”. Pengecualian ini 

wajar karena inisiatifnya berada pada BI. 
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Pengertian dan Karakter  
Perbankan mempunyai posisi yang khas dalam sistem perekonomian karena 

kegiatan bank bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Dana yang dihimpun 

dari masyarakat dikelola dan disalurkan kembali melalui kredit, pembiayaan, 

serta berbagai jasa pembayaran. Karena itu, penyimpangan yang terjadi di 

dalam bank tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi satu 

nasabah, tetapi dapat merusak reputasi bank, mengganggu kepercayaan 

publik, dan dalam skala tertentu memengaruhi stabilitas sistem keuangan. 

Hukum perbankan pada dasarnya mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, 

hubungan hukum bank dengan nasabah, pengawasan, serta prinsip kehati-

hatian yang harus ditaati dalam penyelenggaraan usaha bank (Rifqi, 2021). 

Istilah tindak pidana perbankan atau tipibank perlu dibedakan dari 

tindak pidana di bidang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan 

bahwa tipibank lebih tertuju pada perbuatan yang secara khusus dilarang 

dan diancam pidana dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang 

Perbankan Syariah. Sebaliknya, tindak pidana di bidang perbankan memiliki 

cakupan yang lebih luas karena meliputi pula penipuan, pemalsuan, korupsi, 

pencucian uang, tindak pidana siber, atau tindak pidana lain yang 

menggunakan kegiatan perbankan sebagai sarana, objek, atau lingkungan 

terjadinya kejahatan (Anggar Ramadhani Yudhistira dkk., 2024). Dengan 

pembedaan tersebut, tidak setiap kerugian yang timbul dalam hubungan 

bank dan nasabah otomatis merupakan tipibank, tetapi suatu perbuatan 

dapat masuk ke dalam tindak pidana di bidang perbankan apabila memenuhi 

unsur delik dalam undang-undang lain. 

Karakter khusus tindak pidana perbankan terlihat pada tiga hal. 

Pertama, pelaku sering memiliki pengetahuan, jabatan, akses data, atau 

kewenangan yang memungkinkan penyalahgunaan dilakukan secara 

tersembunyi. Kedua, objek kejahatan biasanya berkaitan dengan pencatatan, 

simpanan, kredit, transaksi, atau informasi yang secara teknis kompleks. 

Ketiga, akibat kejahatan tidak selalu langsung tampak karena dapat 

disamarkan melalui pembukuan, perusahaan terkait, rekening perantara, 

atau transaksi berlapis. Dalam pengertian ini, tindak pidana perbankan 

memiliki kedekatan dengan white-collar crime dan corporate crime karena 

kerap dilakukan melalui jabatan serta proses bisnis yang pada 

permukaannya tampak sah (Purba, 2024). 

Perubahan regulasi setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) 

memperluas cara pandang terhadap pelaku tipibank. Perbuatan tertentu 

tidak lagi dipahami semata sebagai penyimpangan oleh orang dalam bank. 
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Pihak eksternal, termasuk debitur atau pihak lain yang menyebabkan, turut 

serta, atau membantu pencatatan palsu dan penyimpangan kegiatan usaha 

bank, juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Perubahan ini penting 

karena banyak kejahatan perbankan modern berlangsung melalui kolaborasi 

antara orang dalam dan pihak luar (Nugraha dkk., 2026). 

 

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan 
Secara klasik, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan dapat 

dikelompokkan ke dalam perbuatan yang berkaitan dengan perizinan, 

rahasia bank, pengawasan bank, kegiatan usaha bank, pihak terafiliasi, dan 

pemegang saham. Setelah UU P2SK, struktur tersebut tetap penting, tetapi 

subjek hukum dan bentuk keterlibatan diperluas, termasuk dengan 

pengakuan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana (Purwanti dkk., 2025). Untuk memahami 

tipibank, perhatian tidak cukup diarahkan pada hasil kerugian, melainkan 

juga pada kewajiban hukum yang sengaja dilanggar, hubungan pelaku 

dengan bank, dan cara pelaku menggunakan sistem administrasi bank untuk 

menyembunyikan perbuatan (Simamora dkk., 2024). 

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Pasal 46 Undang-Undang 

Perbankan pada pokoknya menjerat penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK. Larangan 

ini melindungi masyarakat dari praktik yang menyerupai bank tetapi 

tidak berada dalam sistem perizinan dan pengawasan yang semestinya. 

Unsur penghimpunan dana, sifat dana sebagai simpanan, serta ketiadaan 

izin menjadi titik penting pembuktiannya. 

2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Rahasia bank bukan hak 

mutlak yang menutup seluruh akses informasi. Undang-undang 

menetapkan kewajiban menjaga informasi tertentu sekaligus 

pengecualian yang dibenarkan secara hukum. Karena itu, tindak pidana 

dapat timbul baik ketika seseorang tanpa kewenangan memaksa bank 

membuka rahasia maupun ketika orang dalam bank dengan sengaja 

memberikan keterangan yang dilindungi tanpa dasar yang sah. Di sisi lain, 

penolakan memberikan informasi ketika undang-undang mewajibkan 

pembukaan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban. 

3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. Sistem pengawasan 

hanya dapat bekerja apabila bank menyampaikan data, keterangan, dan 

tindak lanjut yang benar. Ketentuan pidana karena tidak memberikan 

keterangan atau tidak melaksanakan perintah pengawasan berfungsi 

menjaga kemampuan OJK mendeteksi masalah kesehatan bank, 
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Pendahuluan 
Perkembangan industri perbankan tidak dapat dilepaskan dari dinamika 

kejahatan ekonomi yang memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana, 
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sasaran, maupun media untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Bank pada 

dasarnya dibangun untuk menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun 

dana masyarakat, menyalurkan kredit, menyediakan jasa pembayaran, serta 

memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi. Di sisi lain, karakteristik transaksi 

perbankan yang cepat, kompleks, dan dapat dilakukan melalui jaringan 

nasional maupun internasional menjadikan sektor perbankan rentan 

disalahgunakan untuk memindahkan, menyimpan, atau menyamarkan harta 

yang berasal dari tindak pidana. 

Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan erat dengan 

aktivitas perbankan adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang 

tidak selalu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dalam pengertian 

ekonominya, sebab keberadaan harta kekayaan yang hendak dicuci pada 

umumnya berawal dari suatu tindak pidana asal. Pelaku kemudian berupaya 

mengubah bentuk, lokasi, kepemilikan, atau karakter harta tersebut sehingga 

hubungan antara harta dan tindak pidana asal menjadi sulit ditelusuri (FATF, 

2014). 

Pada ranah global, persoalan pencucian uang memperoleh landasan 

hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 

PPTPPU). Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur kriminalisasi 

pencucian uang, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan melalui 

kewajiban pihak pelapor, termasuk penyedia jasa keuangan, untuk 

mengenali pengguna jasa, memantau transaksi, menyampaikan laporan 

tertentu, serta membantu proses penelusuran dan pemeriksaan terhadap 

transaksi yang memiliki indikasi berkaitan dengan tindak pidana. 

Bank menempati posisi strategis dalam rezim tersebut. Sebagian besar 

transaksi ekonomi formal melewati sistem perbankan sehingga lembaga 

perbankan memiliki posisi penting dalam mendeteksi pola transaksi yang 

tidak sesuai dengan profil nasabah. Akan tetapi, kedudukan tersebut juga 

menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Bank harus menjaga 

kerahasiaan data nasabah dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban 

berdasarkan ketentuan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Maka dari 

itu, hubungan antara kerahasiaan bank, perlindungan nasabah, kewajiban 

pelaporan, dan penegakan hukum menjadi salah satu isu sentral dalam 

pembahasan pencucian uang di sektor perbankan (lihat UU 10/1998). 

Selain pencucian uang, kejahatan perbankan sendiri mencakup berbagai 

bentuk perbuatan yang dapat merugikan bank, nasabah, sistem keuangan, 

maupun kepercayaan publik. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak 

eksternal, pihak internal bank, atau melalui kerja sama antara keduanya. 

Bentuknya antara lain penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, 
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manipulasi rekening, penyalahgunaan fasilitas kredit, pembobolan sistem 

elektronik, penyalahgunaan identitas, dan berbagai bentuk fraud lainnya. 

Perkembangan teknologi finansial semakin memperluas kompleksitas 

persoalan. Transaksi elektronik, mobile banking, internet banking, 

penggunaan rekening nominee, perusahaan cangkang, aset kripto, serta 

transfer dana lintas yurisdiksi dapat memberikan manfaat besar bagi 

perekonomian, tetapi sekaligus menciptakan metode baru yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal-usul hasil tindak pidana. Karena 

itu, pendekatan terhadap pencucian uang dan kejahatan perbankan tidak lagi 

cukup hanya menggunakan perspektif hukum pidana konvensional. 

Diperlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum pidana, 

hukum perbankan, regulasi sektor keuangan, teknologi informasi, kepatuhan, 

audit, dan analisis transaksi keuangan. 

Bab ini membahas hubungan antara pencucian uang dan kejahatan 

perbankan, karakteristik dan tahapan pencucian uang, modus operandi yang 

berkembang di sektor perbankan, kerangka regulasi Indonesia, tanggung 

jawab bank, serta tantangan penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan 

keuangan modern. 

 

Konsep Dan Karakteristik Pencucian Uang 
1. Pengertian Pencucian Uang 

Secara konseptual, pencucian uang merupakan proses yang dilakukan 

untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan 

yang diperoleh dari tindak pidana sehingga harta tersebut seolah-olah 

memiliki sumber yang sah. Fokus utama pelaku bukan semata-mata 

memperoleh harta dari suatu kejahatan, tetapi mempertahankan manfaat 

ekonomi dari harta tersebut dengan memutus atau mengaburkan 

hubungan antara harta dan tindak pidana yang menjadi sumbernya 

(Garnasih, 2017). 

Dalam hukum Indonesia, UU PPTPPU mengatur pencucian uang 

dalam beberapa bentuk perbuatan. Pasal 3 pada pokoknya mengatur 

perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, 

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul harta kekayaan (Pasal 3 UU 8/2010). 

Sementara Pasal 4 UU PPTPPU memiliki karakter berbeda karena 

berfokus pada tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, 
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Pendahuluan 
Digitalisasi tersebut membawa manfaat yang nyata. Nasabah memperoleh 

akses terhadap layanan perbankan selama dua puluh empat jam, transaksi 

menjadi lebih cepat, biaya operasional dapat ditekan, dan integrasi berbagai 

layanan keuangan menjadi semakin mudah. Perkembangan ini sekaligus 

mengubah ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan: layanan tidak 

lagi cukup hanya aman, tetapi juga harus cepat, mudah diakses, terintegrasi, 

dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Perkembangan 

fintech-driven digital banking bahkan menunjukkan bahwa digitalisasi telah 

menjadi bagian yang semakin integral dalam kehidupan konsumen karena 

memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan (Gaviyau & 

Godi, 2025). 

Perubahan tersebut semakin berkembang melalui konsep open banking. 

Berbeda dengan model perbankan konvensional yang cenderung 

menempatkan data dan layanan dalam ekosistem internal bank, open 

banking memungkinkan keterhubungan antara bank dengan penyedia 

layanan lain melalui Application Programming Interface (API). Melalui API 

yang terstandardisasi, penyedia layanan pihak ketiga yang memperoleh 

otorisasi dapat terhubung dengan data rekening konsumen untuk 

menyediakan layanan tertentu. Model ini menawarkan peluang bagi 

peningkatan inovasi, pengalaman konsumen, interoperabilitas, dan 

kompetisi dalam sektor jasa keuangan. Pada saat yang sama, semakin 

banyaknya aktor yang terhubung dengan data keuangan menyebabkan 

keamanan tidak lagi hanya bergantung pada sistem internal suatu bank. 

Literatur mengenai open banking menunjukkan bahwa meningkatnya 

interkonektivitas antarpelaku keuangan juga memperbesar risiko keamanan 

dan privasi, termasuk fraud, phishing, dan pencurian identitas (Wilson & 

Tam, 2025). 

Di Indonesia, perkembangan tersebut memperoleh bentuk 

kelembagaan melalui Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. SNAP merupakan standar nasional untuk 

Open API Pembayaran yang diarahkan untuk mendorong integrasi, 

interkoneksi dan interoperabilitas sekaligus menjamin keamanan dan 

keandalan infrastruktur sistem pembayaran. Kerangka SNAP tidak hanya 

mengatur aspek teknis API, tetapi juga mencakup standar keamanan, data, 

autentikasi, otorisasi, enkripsi, pengelolaan akses, perlindungan konsumen, 

serta perlindungan data (Bank Indonesia, 2023). Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa transformasi digital perbankan tidak dapat 
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dilepaskan dari dua persoalan yang saling berhubungan, yaitu perlindungan 

data nasabah dan keamanan siber perbankan. 

1. Ancaman Siber terhadap Perbankan dan Nasabah 

Perubahan karakter risiko tersebut terlihat dari berkembangnya berbagai 

bentuk serangan terhadap sektor perbankan. Phishing, malware, 

ransomware, data breach, pencurian kredensial, unauthorized access, 

account takeover, dan social engineering menjadi ancaman yang 

menyertai perluasan penggunaan layanan perbankan digital. Sebuah 

systematic literature review terhadap 78 artikel peer-reviewed periode 

2015–2024 menemukan bahwa digitalisasi memang meningkatkan 

kenyamanan dan efisiensi layanan perbankan, tetapi sekaligus 

meningkatkan eksposur bank dan pengguna terhadap berbagai ancaman 

tersebut. Kajian tersebut juga mengidentifikasi phishing dan malware 

sebagai ancaman yang banyak dieksploitasi serta menghubungkannya 

dengan kerugian finansial dan penurunan kepercayaan konsumen. 

Indonesia memperoleh pelajaran penting dari gangguan layanan 

Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 yang kemudian secara luas 

dikaitkan dengan kelompok ransomware LockBit. Peristiwa tersebut 

penting dalam diskursus keamanan siber perbankan karena 

memperlihatkan bahwa insiden siber tidak berhenti pada persoalan “data 

bocor atau tidak”. Ketika sistem kritis perbankan terganggu, persoalan 

tersebut dapat berimplikasi pada ketersediaan layanan, kemampuan 

nasabah mengakses dana, kontinuitas bisnis, reputasi bank, dan 

kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, ransomware perlu dilihat dalam 

spektrum yang lebih luas sebagai risiko terhadap perlindungan data 

sekaligus ketahanan operasional perbankan. Perspektif ini sejalan dengan 

perkembangan kajian internasional yang menempatkan risiko siber 

sebagai salah satu ancaman penting bagi sektor keuangan. Bouveret 

mengelompokkan insiden siber terhadap institusi keuangan antara lain 

ke dalam data breaches, fraud, dan business disruption, serta 

menunjukkan bahwa dampaknya dapat diterjemahkan menjadi kerugian 

ekonomi yang signifikan (Bouveret, 2018). 

Risiko siber bahkan dapat melampaui hubungan individual antara 

bank dan nasabah. Penelitian Federal Reserve Bank of New York 

menunjukkan bagaimana gangguan siber pada institusi keuangan yang 

saling terkoneksi dapat menimbulkan spillover kepada bank lain melalui 

jaringan pembayaran, termasuk risiko yang berasal dari penyedia pihak 

ketiga yang menghubungkan berbagai bank (Eisenbach et al., 2022), 

Dengan demikian, keamanan siber dalam perbankan mempunyai 



Perlindungan Data Nasabah Dan Keamanan Siber Perbankan 

 

328 Retno Sari Dewi  

Daftar Pustaka 
Bagherifam, N., Naghdi, S., Ahmadian, V., Fazlzadeh, A., & Baghalzadeh 

Shishehgarkhaneh, M. (2025). Digital Regulatory Governance: The Role of 

RegTech and SupTech in Transforming Financial Oversight and 

Administrative Capacity. International Journal of Financial Studies, 13(4), 

1–59. https://doi.org/10.3390/ijfs13040217 

Bank Indonesia. (2023). Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger. 21. 

www.bi.go.id 

Bouveret, A. (2018). Cyber Risk for the Financial Sector: A Framework for 

Quantitative Assessment. IMF Working Papers, 18(143), 1. 

https://doi.org/10.5089/9781484360750.001 

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. 

International Review of Law, Computers and Technology, 33(1), 76–99. 

https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604 

Eisenbach, T. M., Kovner, A., & Lee, M. J. (2022). Cyber risk and the U.S. 

financial system: A pre-mortem analysis. Journal of Financial Economics, 

145(3), 802–826. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.10.007 

Elkhoundafi, K. (2025). Integrated Cyber Resilience in Banking: Examining 

the Role of Technology, Human Expertise, and Regulation. Journal of 

Digitovation and Information System, 5(1), 31–49. 

https://doi.org/10.54433/jdiis.2025100048 

Gaviyau, W., & Godi, J. (2025). Emerging Risks in the Fintech-Driven Digital 

Banking Environment: A Bibliometric Review of China and India. Risks, 

13(10). https://doi.org/10.3390/risks13100186 

Khan, M. N. I., & Goswami, D. (2025). Cybercrime and Contractual Liability: a 

Systematic Review of Legal Precedents and Risk Mitigation Frameworks. 

Journal of Sustainable Development and Policy, 01(01), 01–24. 

https://doi.org/10.63125/x3cd4413 

Lestari, T. (2024). Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data 

Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. 

Jurnal Perbankan, 2(3), 48–59. 

Sembiring, E. R. M., Nurbaiti, N., & Daulay, A. N. (2024). Pengaruh Ancaman 

Siber Ransomware dan Gangguan Sistem Layanan Mobile Banking 

Terhadap Kepercayaan Nasabah pada Bank BSI KCP Kisaran. Jurnal 

Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS), 5(4), 880–887. 

https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 



Perlindungan Data Nasabah Dan Keamanan Siber Perbankan 

 

329 Retno Sari Dewi  

Singh, H. (2025). Securing High-Stakes Digital Transactions: A 

Comprehensive Study on Cybersecurity and Data Privacy in Financial 

Institutions. SSRN Electronic Journal, XII(X), 213–229. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.5267850 

Smaga, P. (2025). Profiling the victim - cyber risk in commercial banks. 

Computers and Security, 150(October 2024). 

https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104274 

Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & 

Siddiqui, N. A. (2025). Assessing the Influence of Cybersecurity Threats 

and Risks on the Adoption and Growth of Digital Banking: a Systematic 

Literature Review. American Journal of Advanced Technology and 

Engineering Solutions, 1(01), 226–257. 

https://doi.org/10.63125/fh49gz18 

Wilson, C., & Tam, C. (2025). Security challenges in Open Banking: A 

systematic review. SSRN. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5674650 

Wong, W. H., Duncan, J., & Lake, D. A. (2025). Why data about people are so 

hard to govern. Regulation and Governance, 19(1), 236–252. 

https://doi.org/10.1111/rego.12591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perlindungan Data Nasabah Dan Keamanan Siber Perbankan 

 

330 Retno Sari Dewi  

PROFIL PENULIS  

Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.  

Penulis adalah akademisi, peneliti, penulis, dan 

praktisi hukum yang mengabdikan diri pada 

pengembangan pendidikan dan keilmuan 

hukum. Sejak tahun 2010, ia menjadi dosen 

pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Tulungagung. Pendidikan Sarjana 

Hukum ditempuh di Universitas Brawijaya, 

sedangkan pendidikan Magister Hukum 

diselesaikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini, ia tengah 

melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, sebagai bagian dari komitmennya untuk terus 

memperdalam keilmuan hukum serta mengembangkan kapasitas akademik, 

penelitian, dan publikasi ilmiah. Dalam bidang penelitian dan publikasi 

menghasilkan berbagai karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, buku 

referensi, serta karya yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Sejumlah buku yang telah dihasilkan mengangkat tema Hukum Perlindungan 

Konsumen, Hukum Pajak di Indonesia, Hukum Bisnis Kontemporer, serta 

persoalan kebebasan berpendapat di era digital. Karya ilmiahnya juga telah 

dipublikasikan pada jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS 

maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA . Aktivitas akademiknya tidak 

terbatas pada ruang kuliah dan publikasi. Ia juga aktif dalam berbagai 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan profesional, antara 

lain sebagai narasumber seminar nasional, penyusun naskah akademik, serta 

terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hukum di 

masyarakat. Pengalaman tersebut membentuk pandangannya bahwa ilmu 

hukum tidak semestinya berhenti pada tataran teori dan norma, tetapi harus 

mampu berdialog dengan realitas serta memberikan kontribusi terhadap 

penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. “Menulis bukan sekadar 

menghasilkan karya, tetapi meninggalkan jejak pemikiran yang dapat terus 

berdialog dengan generasi berikutnya.” 

 

Email Penulis: r.saridewiunita@gmail.com 

 

 

mailto:r.saridewiunita@gmail.com


Perbankan Digital Dan Financial Technology 

 

331 Salma Nur Hanifah 

 

 

 

 

 

 
 

BAB 19 

PERBANKAN DIGITAL 

DAN FINANCIAL 

TECHNOLOGY 
 

 

 

 

Dr. Salma Nur Hanifah, S.H., M.H. 

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 

 

 

 

 

 



Perbankan Digital Dan Financial Technology 

 

332 Salma Nur Hanifah 

Pendahuluan 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat 

cepat telah mengubah secara mendasar cara masyarakat mengakses, 

mengelola, dan menggunakan layanan keuangan. Industri perbankan yang 

semula mengandalkan jaringan kantor cabang fisik kini bertransformasi 

menuju model layanan yang serba digital, ditandai dengan hadirnya mobile 

banking, internet banking, dompet elektronik, hingga bank digital penuh 

(digital-only bank) yang beroperasi tanpa jaringan kantor cabang 

konvensional. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari kemunculan 

financial technology (fintech) sebagai kekuatan pendorong inovasi yang 

memungkinkan lembaga jasa keuangan menghadirkan produk dan layanan 

yang lebih cepat, murah, dan inklusif bagi masyarakat luas, termasuk 

kelompok yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal 

(unbanked dan underbanked). 

Di Indonesia, arah kebijakan digitalisasi sektor jasa keuangan mendapat 

perhatian serius dari otoritas, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun 

Bank Indonesia (BI), mengingat besarnya potensi pasar domestik serta 

kebutuhan untuk memperluas inklusi keuangan nasional. Kajian mengenai 

perbankan digital dan fintech relevan tidak hanya bagi kalangan praktisi dan 

regulator, tetapi juga bagi dunia akademik, mengingat topik ini 

bersinggungan langsung dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari 

manajemen keuangan, ekonomi digital, hukum teknologi informasi, hingga 

tata kelola risiko dan keamanan siber. Pemahaman yang komprehensif 

terhadap konsep, regulasi, peluang, dan risiko perbankan digital diharapkan 

dapat membekali mahasiswa dan pembaca dengan kerangka berpikir yang 

relevan untuk menganalisis fenomena transformasi keuangan digital secara 

kritis, baik dalam konteks penelitian akademik maupun pengambilan 

kebijakan di dunia kerja. 

 

Konsep dan Perkembangan Perbankan Digital di Indonesia 
Secara konseptual, perbankan digital (digital banking) merupakan bentuk 

lanjutan dari electronic banking yang mengintegrasikan seluruh lini aktivitas 

bank funding, lending, dan services ke dalam platform digital secara end-to-

end, sehingga nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, transaksi, 

hingga pengajuan kredit tanpa perlu mendatangi kantor cabang. Hal ini 

berbeda dengan layanan electronic banking generasi awal seperti ATM, SMS 

banking, atau phone banking yang sifatnya hanya melengkapi kanal distribusi 

konvensional. Transformasi digital perbankan di Indonesia berkembang 

pesat sejak paruh kedua dekade 2010-an dan semakin masif setelah masa 
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pandemi, seiring perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa 

bertransaksi tanpa tatap muka. 

Secara kelembagaan, bank digital di Indonesia dapat dibedakan menjadi 

dua bentuk utama, yaitu bank konvensional yang melakukan transformasi 

digital secara bertahap dengan tetap mempertahankan sebagian jaringan 

kantor cabang fisik, dan bank digital penuh (digital-only bank) yang sejak 

awal dirancang untuk beroperasi tanpa kantor cabang serta mengandalkan 

aplikasi sebagai satu-satunya kanal layanan utama. Kedua bentuk tersebut 

sama-sama dituntut memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata kelola 

teknologi informasi yang memadai, mengingat keduanya beroperasi dalam 

kerangka pengawasan perbankan yang sama di bawah OJK, meskipun profil 

risiko dan struktur biaya operasionalnya berbeda secara signifikan. 

Data resmi menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital 

perbankan di Indonesia berlangsung sangat signifikan. Penelitian mencatat 

bahwa nilai transaksi uang elektronik meningkat tajam dalam periode 2017–

2022 (Putri et al., 2024a), sejalan dengan makin intensifnya adopsi kanal 

digital oleh nasabah bank umum. Pertumbuhan tersebut juga tercermin pada 

sisi infrastruktur sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia melaporkan 

bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada 2024 mencapai puluhan 

miliar transaksi dengan pertumbuhan tahunan di atas 30 persen, di mana 

transaksi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 

hingga ratusan persen didukung peningkatan jumlah pengguna dan 

merchant di seluruh Indonesia (Kompas, n.d.). 

Pada sisi kelembagaan, industri perbankan nasional juga menyaksikan 

kemunculan dan penguatan bank digital sebagai entitas tersendiri. Otoritas 

Jasa Keuangan mencatat bahwa hampir seluruh bank digital di Indonesia 

telah membukukan laba pada laporan keuangan 2025, sebuah pencapaian 

yang menandai fase kematangan awal industri bank digital nasional setelah 

beberapa tahun sebelumnya banyak pemain baru masih berada dalam tahap 

investasi dan pembangunan basis nasabah (Bisnis, n.d.) .Meskipun demikian, 

regulator mengingatkan bahwa keberhasilan model bisnis bank digital tidak 

cukup diukur dari pertumbuhan jumlah pengguna atau laba jangka pendek 

semata, melainkan juga dari kualitas pertumbuhan, resiliensi model bisnis, 

dan kontribusinya terhadap inklusi keuangan yang berkelanjutan. 

Perkembangan perbankan digital nasional juga tidak dapat dilepaskan 

dari kondisi fundamental industri perbankan secara umum yang relatif solid 

di tengah ketidakpastian perekonomian global. Otoritas Jasa Keuangan 

(2025) mencatat bahwa kinerja kredit perbankan Indonesia masih 

menunjukkan tren pertumbuhan yang positif hingga triwulan II tahun 2025, 
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Asal-usul dan Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah 
Keterbatasan kemampuan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya 

mengakibatkan lahirnya berbagai pemikiran untuk saling membantu dan 

memperoleh keuntungan bagi kedua pihak yang melakukan interaksi. Sudah 

menjadi bagian dari perintah Allah swt agar manusia dalam kehidupannya 

melakukan aktivitas yang memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi 

seluruh manusia dan lingkungan sekitar. Kewajiban manusia untuk menjalin 

kerjasama yang saling menguntungkan merupakan fitrah dengan tidak 

menimbulkan dosa atau kerugian bagi sesama.  Hal itu merupakan  bagian 

dari ajaran agama Islam yang mengarahkan manusia kepada kehidupan 

penuh dengan manfaat tanpa menzalimi yang lain. Oleh sebab itu ketika Allah 

swt memerintahkan agar pungutan riba yang meskipun sudah diperjanjikan 

agar dihentikan dan Allah menegaskan apabila hal itu dilakukan, maka tidak 

ada perbuatan yang saling menzolimi. Hal ini sejalan dengan kandungan QS. 

Al-Baqarah Ayat 278 yang terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang-orang yang beriman”. Dalam ayat berikutnya Ayat 279, Allah 

menegaskan yang terjemahnya, “Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. 

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kitab suci Al-Qur’an 

karena merupakan pedoman hidup dan memberikan keadilan bagi siapapun 

apabila nilai-nilai Al-Qur’an dijadikan sebagai pegangan umat muslim bahkan 

umat agama lain dapat menjadikan sebagai pedoman yang memuat berbagai 

prinsip hidup. Jika ditelusuri lebih jauh, praktik perbankan syariah telah 

dikenal dan diwujudkan pada masa Rasulullah SAW bersama dengan para 

sahabat. Pada masa Rasulullah SAW telah dipraktikkan layanan perbankan 

syariah meskipun dengan kondisi yang cukup sederhana, sesuai dengan 

kondisi masyarakat waktu itu. Akan tetapi fungsi-fungsi layanan perbankan 

saat ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan sahabat.  

Sebagai cara hidup, Islam tidak hanya menyediakan nilai-nilai agama 

yang berkaitan dengan beribadah kepada Tuhan dan kebaikan kepada 

sesama manusia, tetapi juga sistem ekonomi melalui kontrak keagamaan 

khusus (yurisprudensi Syariah). Secara historis, kontrak-kontrak ini dimulai 

pada era Nabi Muhammad saw, ketika beliau pertama kali memperkenalkan 

nilai-nilai dan konsep ekonomi serta perdagangan Islam kepada masyarakat 

Arab. Kemudian, konsep-konsep ekonomi Islam tersebut menjadi dasar bagi 

kontrak keuangan modern di lembaga keuangan Islam. 
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Sebenarnya, kontrak keuangan Syariah terdiri dari beberapa kontrak 

ekonomi Arab tradisional (klasik) yang disetujui oleh Nabi saw dan beberapa 

kontrak lainnya (kontrak baru) yang diperkenalkan dan diterapkan oleh Nabi 

saw dan para sahabatnya. Dengan mentransformasikan aspek-aspek positif 

dari kontrak Arab klasik dan kontrak Islam baru, Nabi saw telah berhasil 

mengembangkan transaksi ekonomi yang adil dan memastikan kondisi 

ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat Arab (Rifki Ismal, 2013:tanpa 

halaman). 

Pada masa Rasulullah SAW, dunia perdagangan merupakan aktivitas 

manusia yang cukup berkembang, sehingga untuk memudahkan 

perdagangan dibutuhkan keberadaan semacam layanan perbankan yang 

dapat digunakan oleh para pedagang. Pada waktu itu telah terjadi praktik 

menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan 

pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah, 

dan melayani pengiriman uang atau transfer. Bahkan sesuai pendapat Juhana 

S. Praja, istilah-istilah fikih dalam bidang perbankan saat ini muncul dan 

diduga berpengaruh dalam istilah yang saat ini digunakan lembaga keuangan 

pada umumnya seperti qard yang bermakna pinjaman atau kredit  menjadi 

bahasa Inggris credit dan istilah jamaknya suquq yang dalam bahasa Inggris 

disebut check atau cheque dalam bahasa Prancis. Berbagai bentuk hubungan 

hukum yang lahir dari transaksi keuangan tersebut menunjukkan betapa 

kehidupan manusia sejak dahulu diwarnai bentuk-bentuk transaksi dan 

kerjasama yang baik dengan menggunakan metode yang memudahkan bagi 

manusia dalam perdagangan dan pada zaman sekarang lebih modern yang 

ditandai dengan era digitalisasi di bidang keuangan.  

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ekonomi Arab berbasis 

perdagangan, tanpa bisnis sumber daya alam. Aktivitas perdagangan 

dilakukan secara internal dan eksternal dengan wilayah lain. Dengan 

demikian, biasanya terdapat beberapa jalur perdagangan di wilayah Timur 

Tengah seperti dari Roma ke India (jalur perdagangan selatan), Roma ke 

Persia (jalur perdagangan utara), dan Suriah ke Yaman (jalur perdagangan 

utara dan selatan) (Muhammad 2002:142). Melalui jalur-jalur ini, para 

pedagang Arab memperoleh keuntungan ekonomi regional dengan menjadi 

perantara barang yang dikirim dari dan melewati wilayah mereka. 

Transaksi ekonomi pada masa itu menggunakan dinar dan dirham 

sebagai mata uang resmi, yang nilainya stabil dalam jangka waktu lama. 

Selain itu, posisi Ka'bah sebagai tempat suci sentral bagi seluruh umat Islam 

menjamin keamanan kegiatan ekonomi para pedagang Arab. Selain itu, 

perjanjian Hilf ul Fudula di antara suku-suku Arab untuk menciptakan 
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Definisi Sengketa Perbankan  
Aktivitas perbankan yang terjadi sehari-hari tidak jarang dapat menimbulkan 

konflik antara nasabah selaku konsumen dan bank, baik bank konvensional 

atau bank syariah, selaku badan usaha. Pada umumnya, sengketa perbankan 

terjadi karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan sikap 

atau tindakan pihak lain, baik antara nasabah terhadap bank, maupun 

sebaliknya. Perasaan dirugikan ini kemudian menjadi conflict of interest antar 

satu dengan yang lainnya. Ketika konflik sudah terjadi, dibutuhkan 

penyelesaian antara bank dan nasabah agar ditemui titik tengah dan masing-

masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan (Suyud, 2000). 

Menurut Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sekotor 

Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada tahun 2025, setidanya terdapat 5 (lima) jenis 

produk perbankan yang sering menjadi objek sengketa;  

1. Kartu Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan 

2. Produk Perbankan lainnya  

3. Tabungan  

4. Kredit Pemilikan Rumah  

5. Kredit/Pembiayaan Multiguna  

 

Selain itu, LAPS SJK juga mencatat 5 (lima) jenis permasalahan 

perbankan;  

1. Fraud Eksternal  

Terdiri atas penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime) 

2. Perilaku Petugas Penagihan 

3. Permasalahan Agunan/Jaminan 

4. Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi 

5. Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman (Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sekotor Jasa Keuangan, 2005). 

Pada dasarnya, sebelum sengketa perbankan menjadi konflik, sengketa 

dapat dicegah melalui upaya preventif yang dilakukan baik oleh para pihak 

yang terlibat, seperti nasabah dan bank, maupun pihak ketiga, seperti notaris 

yang ikut menjembatani perbuatan hukum antara bank dan nasabah. Upaya 

preventif tersebut dapat dilakukan berdasarkan peran para pihak, antara 

lain: 

1. Bank 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, Bank dalam melakukan usahanya harus menerapkan prinsip 

kehati-hatian. Salah satu implementasi prinsip kehati-hatian oleh bank 
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dalam menjalankan usahanya adalah melalui 5C of Credit. 5C of Credit, 

terdiri dari: 

a. Character 

Bank melakukan penilaian karakter nasabah. Hal ini bertujuan untuk 

menganalisis kemampuan nasabah sebagai calon debitor dalam 

melakukan kredit 

b. Capacity 

Bank melakukan analisis terkait kapasitas calon debitor untuk 

melunasi kreditnya 

c. Capital 

Bank melakukan analisis modal yang dimiliki oleh calon debitor 

d. Collateral 

Sebelum memberikan kredit, bank meminta jaminan sebagai bentuk 

pengamanan, ketika kredit macet atau debitor wanprestasi bank dapat 

mengeksekusi jaminan untuk melunasi kredit.  

e. Condition of Economy  

Sebelum memberikan kredit bank wajib melihat dan menganalisis 

kondisi ekonomi calon debitor (Rahmat, 2008). 

2. Nasabah  

Sebelum mengambil produk perbankan, nasabah harus secara cermat dan 

jeli membaca dan memahami mengenai produk yang akan diambil. 

Nasabah juga harus mengukur kondisi ekonomi serta kemungkinan risiko 

yang akan dihadapi agar terhindar dari kendala.  

3. Pihak ketiga 

Salah satu, pihak ketiga yang umumnya terlibat pada kegiatan antara bank 

dan nasabah adalah notaris. Notaris berwenang untuk membuat akta 

autentik yang mengikat antara bank dan nasabah, seperti Akta Perjanjian 

Kredit. Notaris dapat berperan untuk melakukan pengecekan jaminan 

kredit bilamana objek yang diajukan oleh calon debitor memang dapat 

dijadikan jaminan kredit.  

 

Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan  
Upaya penyelesaian sengketa perbankan baik konvensional maupun syariah 

dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yakni secara litigasi dan non-litigasi. 

Meskipun demikian, pengaturan upaya penyelesaian sengketa perbankan 

diatur melalui masing-masing peraturan perundang-undangan. Hal ini 

mengakibatkan adanya perbedaan pada lembaga yang berhak untuk 

menangani sengketa perbankan sekaligus pada istilah dan upaya tambahan 

yang dapay dilakukan oleh pihak yang bersengketa.  
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Dinamika dan Tantangan Regulasi Perbankan Indonesia 
Struktur pengaturan perbankan Indonesia melibatkan beberapa lembaga 

yang memiliki mandat berbeda tetapi saling berkaitan dalam menjaga 

stabilitas dan ketertiban sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan 

menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, Bank 

Indonesia menjalankan kebijakan moneter serta fungsi tertentu dalam sistem 

pembayaran dan kebijakan makroprudensial, sedangkan Lembaga Penjamin 

Simpanan melaksanakan penjaminan simpanan dan penanganan bank sesuai 

kewenangannya (Zaini, 2023). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan 

juga memiliki peran strategis karena kebijakan fiskal dan kebijakan sektor 

keuangan dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara 

keseluruhan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat hubungan pengaturan dan 

pengawasan antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan 

melalui kerangka koordinasi yang lebih terintegrasi. Pembagian kewenangan 

tersebut membutuhkan harmonisasi yang kuat agar setiap kebijakan dapat 

berjalan konsisten tanpa menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih 

pengaturan. 

Kompleksitas regulasi semakin terlihat ketika suatu persoalan 

perbankan menyentuh aspek mikroprudensial, makroprudensial, likuiditas, 

penjaminan simpanan, dan stabilitas sistem keuangan secara bersamaan. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Krisis Sistem Keuangan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan 

sebagai forum koordinasi untuk pemantauan dan pemeliharaan stabilitas 

sistem keuangan, penanganan krisis, serta penanganan permasalahan bank 

sistemik (Prabowo, 2021). KSSK melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur 

Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner 

LPS dalam proses koordinasi antarlembaga. Undang-Undang P2SK kemudian 

memperkuat kerangka tersebut dengan menempatkan koordinasi 

makroprudensial dan mikroprudensial sebagai bagian penting dari jaring 

pengaman sistem keuangan nasional. Keterkaitan kewenangan tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan perbankan tidak hanya 

bergantung pada kejelasan mandat setiap lembaga, tetapi juga pada 

kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk menyelaraskan kebijakan dan 

bertukar informasi secara tepat waktu. 

Harmonisasi regulasi juga diperlukan karena kebijakan yang diterbitkan 

oleh satu otoritas dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan 

tugas otoritas lain. Bank Indonesia dan OJK, misalnya, perlu berkoordinasi 

dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek karena Bank Indonesia 
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menilai aspek likuiditas, sedangkan OJK memiliki informasi dan kewenangan 

pengawasan mengenai kondisi kesehatan serta solvabilitas bank. Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka 

Pendek bagi Bank Umum Konvensional secara khusus memperkuat 

koordinasi kedua lembaga dalam penilaian persyaratan, kecukupan agunan, 

proyeksi arus kas, dan pengawasan terhadap bank penerima fasilitas. OJK 

dan LPS juga memerlukan pertukaran data serta koordinasi yang erat ketika 

kondisi suatu bank berkembang dari tahap pengawasan menuju tahap 

penanganan atau resolusi. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa 

harmonisasi antarotoritas harus berlangsung pada tingkat peraturan, 

pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan 

secara bersamaan. 

Tantangan harmonisasi pada masa depan semakin besar karena sektor 

perbankan berkembang dalam ekosistem keuangan yang semakin terhubung 

dengan pasar modal, teknologi keuangan, sistem pembayaran, konglomerasi 

keuangan, dan kegiatan ekonomi digital. Undang-Undang P2SK merespons 

perkembangan tersebut dengan memperluas pengaturan terhadap berbagai 

sektor serta memperkuat hubungan antarlembaga agar pengawasan dan 

pengaturan dapat mengikuti perubahan struktur industri. Pemerintah, Bank 

Indonesia, OJK, dan LPS sampai tahun 2026 juga terus melakukan 

penyusunan dan penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan amanat UU 

P2SK secara terkoordinasi. Kebutuhan koordinasi tersebut menunjukkan 

bahwa pembentukan regulasi tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral 

apabila satu kebijakan memiliki dampak terhadap kewenangan dan tujuan 

lembaga lain. Harmonisasi regulasi yang konsisten, berbasis pembagian 

kewenangan yang jelas, dan didukung mekanisme koordinasi yang efektif 

menjadi syarat penting bagi kepastian hukum, stabilitas sistem keuangan, 

serta perkembangan industri perbankan Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan menjadi tonggak penting dalam reformasi 

hukum sektor keuangan Indonesia karena cakupan pengaturannya melintasi 

berbagai lembaga dan aktivitas keuangan. Undang-undang tersebut 

mengatur sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana 

pensiun, konglomerasi keuangan, inovasi teknologi sektor keuangan, 

keuangan berkelanjutan, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem 

keuangan dalam satu kerangka pembaruan yang lebih terintegrasi (Adzam, 

2025). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang 

tidak lagi memandang perbankan sebagai sektor yang berdiri sendiri, tetapi 

sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang saling berhubungan. UU P2SK 
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